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Saksimahkotaadalahkesaksiansesamaterdakwa, yang
biasanyaterjadidalamsuatukasuspenyertaan.
Adapunperaturantentangsaksimahkotainitidakditemukandalam KUHAP.
Namundalamprakteknyasaksimahkotainidijumpaidandigunakanuntukmengungkap
sebuahperbuatanpidana  di  persidangan.  Sedangkandalamhukum  Islam
tidakmengenalsaksimahkotadanbolehdigunakanapabiladalamkeadaandarurat.
Pertanyaandalamskripsiiniadalahbagaimanapertimbangan hakim
terhadapsaksimahkotadanbagaimanakedudukansaksimahkotatersebutdalamtinjaua
nhukum Islam dalamperkaranomor 158/PID.SUS/2017/PN BNA
ini.Adapuntujuannyaadalahuntukmengetahuidasarpertimbanganhakim
terhadapsaksimahkotadantinjuannyadalamhukum  Islam dalamkasusini.
Denganmenggunakanmetodepenelitiandeskriptifanalisis, yaitusuatumetodeuntukm
enganalisadanmemecahkanmasalahberdasarkangambaran yang
dilihatdandidengardarihasilpenelitianbaik di lapanganatauteoriberupa data-data
danbuku-buku yang berkaitandengantopikpembahasan.
Jenispenelitianiniadalahpenlitiankualitatif yang mengacupadanormahukum yang
terdapatdalamperundang-undangandanputusanpengadilan.
Hasilpenilitianmenemukanbahwasekalipunsaksimahkotainitidakditemukandasarhu

kumnya di dalam KUHAP,
tetapisaksimahkotainidalampraktekpengadilantetapdigunakan. Namun,
dalamkasusinisaksimahkotatetapdigunakan

dipersidangantanpamenghiraukansyarat-syarattersebutdan hakim
menerimakesaksiannya. Sedangkanditinjaudarihukum
Islam,penggunaansaksimahkotadalamkasusinitidakbolehkarenakesaksian ~ orang
fasiktidakbisaditerimadantidakdalamkeadaandarurat. Dari paparan

diatasdapatdisimpulkanbahwapenggunaansaksimahkotadalamkasusinitidakboleh,
karenaadaalatalatbukti lain yang cukupkuatuntukmembuktikanperbuatanpidana
yang dilakukan, karenatanpadihadirkansaksimahkota, hakim



tetapbisamemutuskanperkarainidenganalatbukti yang ada.Namun,
tidakmenutupkemungkinan hakim melakukanhal yang berbedadari yang
telahdiaturdalamUndang-undang.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No | Arab Latin No Arab Latin
1 f Tidak 16 L t
dilambangkan
3 < T 18 & ¢
4 & $ 19 & G
5 a J 20 ) F
6 C h 21 L§ Q
7 C Kh 22 3 K
8 K D 23 d L
9 A Z 24 a M
10 2 R 25 O N
11 3 V4 26 K] \\%
12 o S 27 > H
13 u:, Sy 28 3 ’
14 ) S 29 i Y
15 | ya d

2. Konsonan
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
. Fathah a
o Kasrah i
;f;;:. Dammah u
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b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
< o Fathahdan ya ai
9 O Fathahdan wau | au
Contoh:
s kaifa J.s8: haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
TJARE Fathahdan alif | a
) atau ya
§ o Kasrah danya |1
3 } Dammahdan 0l
wau
Contoh:
Je : gala
A : rama

CS.-.é : qila

333:-.‘ : yaqiilu

4. Ta Marbutah (?)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (&) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrahdan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( &) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( %) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah ( ) itu ditransliterasikan dengan h.



Contoh:

d&y\:‘mi} : raudah al-atfal/ raudatul atfal
3/)33-“‘2\-'\;935\ : al-Madinah al-Munawwarah/
L al-Madinatul Munawwarah
dalhl : Talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesiatidak
ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah

Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam suatu
peristiwa penyertaan. Adapun yang disebut dengan penyertaan adalah apabila terjadi suatu tindak
pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan pemeriksaan dilakukan
secara terpisah. Dalam hal demikian, seorang terdakwa diminta kesaksian untuk teman peserta
dalam tindak pidana itu. Sebaliknya terdakwa yang lain diajukan sebagai saksi terhadap teman

yang lain pula, sehingga dalam melakukan pembuktian menjadi mudah.

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi tersebutyang berstatus terdakwa adalah
dalam bentuk diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke
pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.'Ini terlihat di dalam
Yurispudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “Jaksa
penuntuk umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi
dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”. Dalam surat edaran tersebut juga
disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga
tambahan bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan

adanya putusan Mahkamah Agung diatas.

Ada beberapa kasus yang menggunakan saksi mahkota yang mayoritas adalah kasus
tindak pidana korupsi. Sebagai contoh dalam kasus Bank Bali, matan gubernur Bank Indonesia,
Syahril Sabirin pernah dijadikan sebagai saki mahkota. Kemudian kasus Angelina Sondakh yang

menghadirkan Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi mahkota dalam kasus yang menjerat

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan
danPermasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 85-86.



mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, saksi mahkota Wiliardi Wizard

juga dihadirkan dalam persidangan.’

Ternyata selain kasus-kasus seperti yang disebutkan diatas, peneliti menemukan sebuah
kasus yang karena keterlibatan pelakunya lebih dari satu orang dan penyidik mengalami
hambatan maka muncullah saksi mahkota. Kasus ini terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh
dalam perkara Nomor 158/ Pid. Sus/ 2017 Pn. Bna. Kasus ini merupakan perkara tindak pidana
narkotika. Pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh,pembuktian dalam tindak
pidana narkotika ini menggunakan beberapa alat bukti, dan yang menarik adalah dengan adanya
saksi mahkota dalam kasus ini. Hal ini cukup menarik karena telah memunculkan suatu
fenomena bahwa disatu sisi penggunaan saksi mahkota dipersidangan tidak diperbolehkan, tetapi
disisi lain dalam prakteknya proses persidangan di Indonesia masih sering memunculkan saksi
mahkota dalam pembuktiannya. Sehingga kemudian memantik reaksi dari para ahli yang
kemudian memunculkan pro dan kontra tentang pengunaan saksi mahkota ini. Perbedaan
persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Ini bertentangan dengan sistem acusatoir yang dianut oleh Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka/terdakwa sederajat dengan pemeriksa, dan
hakim berada diatas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai
hukum pidana yang berlaku (hukum positif).> Mulailah dikenal istilah the right to remain silent
yang artinya hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau hak diam.® Sistem ini memberikan
kebebasan bagi tersangka/terdakwa dalam memberikan keterangannya. Selain itu, untuk

mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut, tentunya harus berpedoman pada

*http// www. Hukumonline. com > klinik > detail diakses tanggal 13 November 2017

’Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan
Putusan Peradilan) PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. him.12

‘Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Pernada Media Grup, Jakarta, 2011,
hlm 35.



asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tak bersalah

(persumption of innocence), asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).”

Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP.
KUHAP hanya menyebutkan dalam Pasal 168 yang memuat ketentuan seseorang yang tidak
boleh menjadi saksi, yaitu termasuk orang-orang yang sama-sama melakukan tindak pidana.
Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan,
dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan (splisting) dalam pemeriksaanya.’® Namun
KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota oleh hakim dipengadilan untuk memeriksa
masing-masing terdakwa secara terpisah.’ Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi
mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan

karena kurangnya alat bukti keterangan saksi dalam perkara tersebut.

Salah satu yang tidak setuju dengan penggunaan saksi mahkota adalah Adi Andojo
Soetjipto, yang dalam bukunya “Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir:
Sebuah Memoar”, menyatakan, bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota
tidaklah dibenarkan dan dilarang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.® Kemudian Indriyanto
Seno Adji dalam makalahnya mengemukakan, bahwasanya pengajuan saksi mahkota
bertentangan dengan hak asasi manusia.” Atau patut diduga melanggar hak asasi manusia, yang

mana dalam keadaan tertentu boleh jadi dia tidak termasuk melanggar hak asasi manusia. Salah

>Syamsul Bahri Radjam, “Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana,” Panduan Bantuan Hukum:
Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan masalah Hukum, ed. A. Putra M. Zein dan Daniel Hutagalung.
Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, hilm. 273

®Suryono Sutarto, Hukukum Acara Pdana Jilid I, Badan Penerbit Undip, Semarang,1991, hlm 53.

"Jonizul Thendra.“Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum
Islam. Jurnal Hukum. 2014.Diaksespada 12 Juni 2017.

*llman Hadi, Definisi Saksi Mahkota, 2012, E-Law (Online), http://www.hukumonline.com/. diakses 1
septenber 2017.

*Dwinanto Agung Wibowo, Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis Tidak
Diterbitkan, Depok, Fakultas Universits Indonesia, 2011, hlm 5.




satu yang melanggar hak asasi manusia adalah terdakwa dibebani kewajiban pembuktian dalam
setiap tingkat pemeriksaan.'’ Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembuktian
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan “Bahwa pihak yang

mendakwakan, maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya”."!

Didalam hukum acara pidana Islam tidak tidak ada pembahasan secara langsung
mengenai saksi mahkota. Tetapi di dalam Islam saksi mahkota di masukkan ke dalam golongan
kesaksian orang-orang fasik.'” Saksi mahkota yang kedudukannya merupakan saksi yang
meringankan untuk terdakwa dirinya sendiri dan memberatkan untuk terdakwa asal. Artinya,
terdakwa kedua sebagai saksi mahkota mendapat keuntungan keringanan hukuman atas

persaksian yang diberikannya.

Di dalam hukum Islam, salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu keberadan saksi
mahkotasebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan kesaksian antara
terdakwa dengan terdakwa yang lain harus berada dibawah sumpah, dalam arti bahwa saksi yang

tertuduh telah melakukan kemaksiatan.

Pembahasan tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana
dalam kitab klasik tidak ditemukan, karena memang praktek penggunaan saksi mahkota sebagai
alat bukti belum dikenal ketika itu. Namun apabila saksi mahkota dibutuhkan sebagai alat bukti
dalam mengungkap suatu perkara pidana tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung, maka

saksi mahkota dibolehkan. Hal ini dihukumi darurat, karena tidak terdapat alat bukti lain selain

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyedikan dan Penuntutan.
Jakarta: Sinar Grafika, 2003, him. 41

"Adami Chazawi, Kemahiran dan ketrampilan Politik Hukum Pidana. Malang: Bayu Media, 2006, him.
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“Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Hukum Acara Peradilan Islam. Pustaka Pelajar: Kairo, hal. 297.



saksi mahkota yang mengetahui perkara tersebut dan atas pertimbangan hakim kesaksian

diterima dalam rangka mencari kemaslahatan dan putusan yang adil."

Konsep darurat dalam hukum Islam dibolehkan, sesuai dengan dalil kaidah fighiyah yaitu
Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran

kebutuhan minimal”'

Kaidah ini sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang
dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan, melakukan yang haram karena darurat
tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. Oleh sebab itu, jika kemudharatan atau
keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang, maka hukum kebolehan berdasarkan
kemudharatan menjadi hilang juga, artinya perbuatan boleh kembali keasal semula, yaitu
terlarang.'”” Dari adanya kaedah tersebut, maka muncul kidah sebagai berikut “Apa saja
kebolehannya karena ada alasan kuat (‘udhr), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh
hilangnya alasan”.'°Sebagai contoh dalam hal ini adalah perampokan dilaut (bajak laut) terhadap
kelompok yang lainnya juga merampok dan untuk kesaksiannya diterima dari kelompok
perampok itu, karena hanya kelompok itulah yang mengetahui terhadap suatu peristiwa yang
mereka lakukan. Akan tetapi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti, jika adaalat bukti

lain, seperti saksi yang memadai, pengakuan/alat bukti yang tertulis dan sumpah, maka saksi

mahkota ditinggalkan karena syarat keadilan tidak terpenuhi oleh saksi mahkota.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyoroti kasus tindak pidana narkotika yang

terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam perkara Nomor158/ PID. SUS/ 2017/ PN BNA,

PJonizul Hendra. “Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut
Hukum Islam”. Jurnal Hukum. 2014., di akses pada 1 September 2017.

"“Djazuli, Kaidah-kaidah Figih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah
yang Praktis (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), 73

“Muhammad Mas’ud Zein, Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa id-Fighiyah) (Jawa Timur: Al-Syarifah
Al-Khadizah, 2006), 66

"Djazuli. Op. Cit.



terdakwa yang bernama Riski Naskulli Bin M. Nasir Hasyem bersama dengan saksi M. Yodi
Pratama bin Muhammad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas yang terpisah) pada
hari Rabu yang bertempat di depan kantor DPW PAN Jl. T.Imum Gampong Lam Seupeung
Kecamatan Lung Bata Kota Banda Aceh. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk narkotika jenis shabu dengan berat
0.05 gr. Pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembuktian dalam kasus
narkotika ini menggunakan beberapa alat bukti, dan yang menarik adalah jaksa penuntut umum
menghadirkan saksi mahkota yang memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu,

kesaksian yang diberikan tersebut sah secara hukum.'’

Didasari oleh hal tersebut maka kemudian muncullah pertanyaan mengenai penggunaan
saksi mahkota dalam praktek-praktek persidangan di Indonesia, antara lain seperti bagaimana
keberadaan saksi mahkota yang sejatinya tidak diatur dalam KUHAP? Kemudian dengan adanya
saksi mahkota tersebut apakah tidak melanggar hak-hak yang melekat dalam diri terdakwa?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna
memberikan informasi bagi masyarakat tentang penggunaana saksi mahkota didalam proses
persidangan karena dalam praktek persidangan di Indonesia masih sering ditemukan penggunaan
saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis
melakukan kajian tentang “Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap

Saksi Mahkota Dalam Putusan Nomor 156. Pid. Sus/2017/ Pn Bna).

1.2. Rumusan Masalah

"Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor perkara 158/Pid. Sus/2017/Pn.
Bna.



Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis membatasi perumusan

masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi mahkota dalam putusan perkara pidana

Nomor 158/ PID. SUS/ 2017/ PN BNA?

1.2.2. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor 158/

PID.SUS/ 2017/PN BNA menurut tinjauan hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan ini adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap saksi mahkota dalam putusan
perkara pidana Nomor 158 PID. SUS/ 2017/PN BNA.
1.3.2. Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor

158/ PID.SUS/ 2017/PN BNA menurut tinjauan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat

dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut ini:

1.4.1. Saksi mahkota

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian makna saksi dalam

KUHAP tersebut diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-



VIII/2010 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah orang yang
dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak

pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."®

Menurut Prof. Dr. Loebby Logman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa
penyertaan.'”’ Atau tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak
hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Sedangkan mahkota

atau penghargaan yang dimaksud di sini adalah:

a. Keringanan penjatuhan pidana; atau

b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai
dengan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku
yang berstatus narapidana.

1.4.2. Hukum Islam

Secara kebahasaan, di dalam buku Ensiklopedi Islam,al-hukm berarti menetapkan sesuatu
atas sesuatu atau tidak menetapkannya.”’ Sementara menurut Ushul Figh, definisi hukum adalah
khitab Allah yang mengatur amal perbuatan mukallaf baik berupa igtida (perintah, larangan,
anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (memilih untuk dikerjakan
atau memilih untuk ditinggalkan) atau wadh’l (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai

sebab, syarat, atau penghalang).”

""Hukum Online. Com diakses tanggal 10 Juni 2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2437 K/Pid.Sus/2011

*UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

*'Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopsdi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2005), him. 46.

2Qatria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.



Di dalam buku Metodologi Studi Islam tergambar bahwa Islam dari segi kebahasaan
berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata
tersebut dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan
berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata aslama itulah yang selanjutnya
menjadi kata Islam yang mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Oleh

sebab itu, orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang muslim.*

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt
dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah
masyarakatnya. Atau dapat juga diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.
Sementara itu menurut Hasbi Ash-Shidqie, hukum Islam adalah koleksi dan upaya para fuqaha
dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Muhammad
Khudri Beik menyebutkan bahwa, hukum Islam adalah khitab Allah yang berhubungan dengan
semua perbuatan orang-orang yang dibebebaskan hukum, baik yang berupa kebolehan atau
ketetapan yang mesti dikerjakan.”* Adapun yang dimaksud hukum Islam dalam tulisan ini adalah

hukum-hukum yang terdapat dalam kitab figh.
1.5. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tidak ditemukan tulisan yang sama dengan
skripsi yang dikaji, tetapi dalam skripsi yang lain penulis menemukan judul “Kedudukan Saksi
Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesian berdasarkan Asas Non Self
Incrimination” yang ditulis oleh Irfan Maulana Muharikin tahun 2015 mahasiswa Universitas

Brawijaya. Dalam skripsinya dibahas tentang masalah penggunaan saksi mahkota yang mana

 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.
**Hasbi Ash-Shiddieqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.



harus memperhatikan hah-hak asasi manusia dan tidak memberikan keteranagn yang
memberatkan dirinya sendiri (the privilage againts sel incrimination), sehingga baru dikatakan

tidak bertentangan dengan asas non self incrimination.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Donny Agung Novanto, oleh mahasiswa
Universitas Sebelas Maret tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Saksi
Mahkota (KROONGETUIGE) dan Implikasinya terhadap Legalitas Pembuktian Perkara
Perjudian  (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
14/pid.B/2013/PN.Kray). Di dalam skripsinya Donny Agung Novanto meneliti tentang
penggunaan saksi mahkota dari tinjauan yuridis beserta implikasinya terhadap perkara perjudian,

yang mana tinjauan yuridis itu dilihat dari kacamata hukum positif.

Selain dari itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Dimasta Prima Tantama, mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010 dengan judul “Kedudukan dan Perlindungan
Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah
hukum Kota Surakarta)”. Skripsi ini secara khusus membahas tentang kedudukan dan

perlindungan hukum tehadap saksi mahkota dalam konteks kota surakarta.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Dwinanto Agung Wibowo mahasiswa Univesritas
Indonesia dengan tahun 2011 dengan judul TESIS “Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan
Pidana Di Indonesia”. Dalam tesis ini dibahas tentang konsep saksi mahkota di Indonesia dan

perbandingannya dengan negara lain.

Berbeda dengan empat tulisan di atas, penelitian ini difokuskan pada masalah

kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana ditinjau menurut hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian



Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang
lengkap, objektif, mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahannya yang
diteliti. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala dengan menganalisa dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

fakta tersebut.”

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif
analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah berdasarkan gambaran
yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan
buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.’® Selain itu, penulis juga menggunakan
metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan di
sini adalah analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 158/Pid.
Sus/2017/Pn. Bna) mengenai kesaksian saksi mahkota di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditinjau

menurut hukum Islam.
1.6.1. Sumber data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data
primer dan sekunder, peneliti menggunakan sumber data field research (penelitian lapangan) dan

library reaserch (penelitian kepustakaan), yaitu:

a. Field research (penelitian lapangan) adalah data primer dan merupakan suatu penelitian

lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang akan diteliti dan digunakan

»Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm. 121.
*Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 2004), hlm. 63.



dalam penulisan skripsi ini. Di sini penulis mengadakan penelitian terhadap putusan
hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Library reasearch (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dan
merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk
mengambil data yang ada dengan kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini
penulismengkaji buku-buku, artikel, majalah dan situs wabsite yang berkaitan dengan
penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkotika pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh, di antaranya buku Dwinato Waluyo yang berjudul “Peranan Saksi
Mahkota Dalam Peradilan di Indonesia”, Hendra Soetama dengan bukunya yang
berjudul “Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana”, Tbnu Qayyim Al-Jauziyah
dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Islam”, dan Muhammad Mas’ud Zein dengan

bukunya “Sistematika Hukum Islam”.

1.6.2. Tekhnik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua
teknik pengumpulan data, yaitu interview (wawancara) dan studi kepustakaan. Adapun teknik
wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dan berdialog dengan
hakim dan jaksa untuk menanyakan tentang penggunaaan saksi mahkota dalam kasus narkotika
di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data yang
akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Kemudian kepustakaan adalah

metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian



hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang

dipergunakan bersama metode yang lain.”’
1.7. Sistematika Pembahsan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka

dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

Bab dua landasan teoritis tentang saksi mahkota, di dalamnya diuraikan tentang
pengertian saksi mahkota, dasar hukum saksi mahkota, syarat-syarat saksi mahkota, dan

kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab tiga analisa pertimbangan hakim menggunakan saksi mahkota pada Putusan Nomor
158 PID. SUS/ 2017/Pn/Bna ditinjau menurut hukum Islam, Di dalamnya diuraikan tentang
kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Islam, pertimbangan hakim terhadap
saksi mahkota dalam putusan perkara pidana 158 PID. SUS/ 2017/Pn/Bna, kedudukan saksi
mahkota dalam perkara pidana Nomor 158 PID. SUS/ 2017/Pn/Bna menurut tinjauan hukum

Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi

kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu.

27Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed, 1, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), him. 50






BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG SAKSI MAHKOTA

2.1. Pengertian Saksi Mahkota

Menurut R. Soesilo, saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari
beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan
terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana
atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari
kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.' Sedangkan menurut Andi
Hamzah, saksi mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (dilantik)
menjadisaksi, jadi diberi saksi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi,
atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi
bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai saksi dilepaskan. Biasanya
saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Pengubah status
terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota
“saksi”.Sementara menurut Loeby Lugman, saksi mahkota adalah kesaksian

sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan™

Hal yang sama juga dikemukakan olehMardjono Reksodiputro, saksi

mahkota adalah saksi kunci yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimana

! Dwinanto Agung Wibowo, Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di
Indonesia, Tesisi, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hal. 67-68
’Ilman Hadi, “Definisi Saksi Mahkota”. Diakses melalui

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota. Tanggal 13
Desember 2017.
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tanpa saksi itu jaksa penuntut umum tidak mempunyai bukti. Jadi kekuatan
pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum sangat tergantung dari saksi
mahkota.Hal ini juga dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, saksi mahkota adalah
saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah satu seseorang atau lebih tersangka
atau terdakwa lainya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam
hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan
kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan
penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan
apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan

yang pernah dilakukan saksi tersebut.’

Jadi, dapat disimpulkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang diajukan
oleh terdakwa, dimana yang yang menjadi saksi ini terdakwa yang paling kecil
peranannya. Dikatakan saki mahkota karena saksi ini berbeda dari saksi yang lain,
dimana berdasarkan kesaksiannya dia diberikan mahkota, bisa berupa
pengurangan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan pidana tergantung dari
kebijakan penuntut umum, dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana,
yang merupakan delik penyertaan.Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak
ditemukan di dalam KUHAP maupun perturan perundang-undangan yang lain.
Saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No.
2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai

saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya

*Ibid., Dewi Wanto Agung. hal. 67-68
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yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana

kepadasaksi tersebut diberikan mahkota”.

Selain saksi mahkota, ada juga istilah lain yang dikenal dalam hukum
Indonesia yaitu whistleblower. Quentin berpendapat whistleblower adalah orang
yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal
praktik, atau korupsi. Sedangkan Prof Mardjono Reksodiputro mengartikan
whistleblower sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit
(peniup peluit), Prof Marjdono berharap kejahatan dan pelanggaran hukum yang
terjadi dapat berhenti apabila dilakukan dengan mengundang perhatian publik.
Sementara informasi yang dibocorkan oleh seseorang peniup peluit berupa
informasi yang bersifat rahasia dikalangan lingkungan informasi itu berada, baik

tempat, informasi yang diberikan, maupun informasi bermacam-macam.*

Whistleblower (peniup peluit) merupakan istilah yang dikenal di Amerika
Serikat bagi mereka yang melaporkan terjadinya tindak pidana. Adakah perbedaan
whistleblower dengan saksi mahkota? keduanya memang sama-sama mengungkap
suatu tindak pidana, namun bedanya adalah wishtle- blower bukan tersangka.
Sementara saksi mahkota adalah tersangka yang bersedia membantu penyidik
mengungkap seluruh jaringan kejahatan dan membeberkan semua pelaku yang

terlibat. Untuk itu, dia dikeluarkan dari tersangka dan dijadikan saksi (mahkota),

* Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia/ Whistle Blowers
dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di
Indonesia. Dikutip oleh Rika Ekayanti dalam Jurnal Megister Hukum nya yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi
di Indonesia. Diakses tanggal 3 November 2017.
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dan harus dilindungi dari balas dendam teman-tamanya sebagaimana

whistleblower.”

Saksi mahkota sendiri hampir memiliki persamaan dengan justice
collaborator, dimana saksi mahkota dan justice collaborator sama-sama
merupakan salah satu tersangka dari kasus yang ia terlibat di dalamnya dan akan
dibongkarnya. Namun tetap ada perbedaan antara saksi mahkota dan justice
collaborator yaitu dimana berdasarkan pendapat para ahli di atas, saksi mahkota
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang diberikan padanya, namun untuk
Jjustice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama) seseorang tersebut tidak
dapat dibebaskan namun rewardyang ia dapatkan yaitu berupa keringanan
penjatuhan pidana serta pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak
narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi saksi pelaku
yang berstatus narapidana, hal ini tercantum dalam Pasal 10 A ayat (3). Selain
perbedaan tersebut, ada perbedaan lainya yaitu, peran saksi mahkota diberikan
oleh inisiatif jaksa, sedangkan peran justice collaborator diberikan karena ada
inisiatif sendiri dari terdakwa yang mengakui kesalahannya dan membantu aparat

penegak hukum untuk membongkar kasus yang ia terlibat di dalamnya tersebut.’®

2.2. Dasar Hukum Saksi Mahkota

Pada awalnya pengaturan saksi mahkota tidak dikenal, malah dalam

ketentuan Pasal 168 KUHAP dinyatakan bahwa pihak yang bersama-sama

> Nurul Ghufron, Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Surabaya:
Pustaka Radja, 2014, Hal. 41

®Rika Ekayanti. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait
Penanganan Tindak Pidana di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law
Journal) 4 (1), 2015.
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sebagai terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat
mengundurkan diri sebagai saksi.Pengaturan saksi mahkota tidak dapat ditemukan
di dalam KUHAP, namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam
Putusan Mahkamah Agung No.2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan“Saksi
mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang
tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana,
dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. Selain dari
Putusan Mahkamah Agung, saksi mahkota juga dikenal penggunaannya dalam
Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal
hukum pembuktian dalam perakara pidana yang menyatakan “dalam praktek,
saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana
terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat
bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam
status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh
karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara
harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan
terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa

lainnya.

Yurispudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota
sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989
tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan
oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan

perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi
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ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara
yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan pengadilan yang menolak saksi
mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung, yang menyatakan
“saksi mahkota bertentangan dengan hukum “(Putusan Mahkamah Agung No.
1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk
mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah
Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar
putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin

diupayakan juga tambahan alat bukti yang lain.”

Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir
jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian
dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti

dalam suatu persidangan.”’

Dalam putusan Mahkamah Agung RI No0.2347/K/Pid.Sus/2011 juga
menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang penuntut umum untuk
menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu,
yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap
perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme
pemisahan (splitsing), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan
tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan

saksi.

"Ibid.,
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2.3. Syarat-Syarat Saksi Mahkota

2.3.1. Kriteria orang yang bisa dijadikan saksi mahkota

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota sebenarnya adalah “ salah seorang”
terdakwa yang paling ringan peranannya dalam melaksanakan kejahatan itu,
misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan
dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada di tangan jaksa
untuk menuntut atau tidak seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun

tanpa syarat.”

Dalam sejarah hukum pidana Belanda, saksi mahkota ini adalah orang
yang mengambil bagian paling kecil dalam suatu tindak pidana yang dilakukan
secara berjamaah dan negara tidak akan menuntutnya apabila dia mau
memberikan kesaksian untuk melawan komplotan teman-temannya yang
melakukan tindak pidana tersebut. Untuk kesediaan tersebut, maka dia diberikan

penghargaan oleh Raja/Ratu Belanda, makanya disebut dengan saksi mahkota.’

2.3.2. Ketentuan perbuatan pidana yang bisa menggunakan saksi mahkota

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara
pidana dengan syarat berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut
telah dilakukan pemisahan (sliptsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di

tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam

¥ Jur Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar
Grafika. hal.172.

9Anggara, Splitzing Dan The Reght To Remain Silent Dalam KUHAP. Dikutip oleh
Amrullah dalam Tesisnya “ Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek
Peradilan Pidana. 2011. hal.76
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perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena

kurangnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

2.3.2.1. Dalam perkara delik penyertaan

Kata penyertaan bersinonim dengan deelneming aan strafbare feiten
tercantum dalam title V buku KUHP.'® Sedangkan arti kata penyertaan menurut
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H adalah turut sertanya seorang atau lebih pada
waktu seorang lain melakukan tindak pidana.'' Jadi suatu tindak pidana yang
dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu

yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata
penyertaan atau deelnemingtidak ditentukan secara tegas dalam KUHP. Mereka
berpendapat bahwa penyertaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh
beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan
itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan

dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.'

Menurut Adami Chazawi, pengertian penyertaan (deelneming) adalah

pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau

' Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cet.
Ke-1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), him 49.

"' Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. Ke-7, (Bandung:
Refika Aditama, 1989), him. 108.

"2 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), him.141.
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orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-

masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.'

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan penyertaan itu adalah apabila orang yang
tersangkut untuk terjadinya suatu tindak perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak

hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.'*
2.3.2.1.1. Macam-macam bentuk delik penyertaan

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 orang yang ikut serta dalam melakukan
tindak pidana (deelneming) dibagi menjadi lima golongan peserta tindak pidana,

yaitu: ">

- Yang melakukan delik(plagen, dader)

- Yang menyuruh melakukan delik(doen plegen, middlijke dader)

- Yang turut melakukan delik(medeplegen, mededader)

- Yang sengaja membujuk supaya melakukandelik(uitlokken, uitlokker)
- Yang membantu delik(medeplichting zijn, medeplichtige)

a. Orang yang melakukan delik(plager/dader)

Pengertian yang melakukan (plager) adalah orang yang karena

perbuatannya lah melahirkan tindak pidana. Tanpa ada perbuatannya tindak

'3 Adami Chazawi. 2008.Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
hlm.71.

"* Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 122

!> Wirjono Prodjodikoro. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT
Refika Aditama. Hal. 118
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pidana itu tidak akan terwujud.'® Secara formil, plager adalah siapa yang
melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak
pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material,
plageradalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh

Undnag-undang."’
Secara umum pelaku (dader) dapat diketahui dari jenis delik, yakni:'®

- Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi
perumusan delik dalam undang-undang.

- Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

- Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah
barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas
sebagaimana yangdirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan,

pelakunya adalah pegawai negeri.

Dalam undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa
yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli
hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang
merujuk pada ketetapan penjelasan undang-undang Belanda (MvT=Memorie Van
Toelichting) dan undang-undang Belanda yang belaku di Hindia Belanda atau

KUHP Belanda (WvS= Wetboek Van Strafrecht) yang menyatakan ‘“yang

'Adami Chazawi, Pelajaran Hukum..,hlm.82

YIbid.,hlm 83.

'® Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.Jakarta: Sinar Grafika. hlm
78-79
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menyuruh melakukan adalah juga dia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak
secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam
tangannya, apabila orang lain itu berbuattanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa
tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada

kekerasan.'’

b. Orang yang menyuruh melakukan delik(donpleger)

Prof. Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus

memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:*’

- pabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah
seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana
mempunyai dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur
tindak pidana yang bersangkutan.

- Apabila yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali
tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun
apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah
disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

- Apabila yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak

memenuhi unsur maksud atau niat, padahal unsur tersebut telah

"Ibid.,hlm. 85
% Laden Marpaung. 2008 4sas-Teori-Praktik Hukum Pidana, hlm 79-80
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disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana
di atas.

- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah
melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah
pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang
tersebut tidak mampu memberi perlawanan.

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan
iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal
perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak
berwenang memberikan perintah semacam itu.

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tidak pidana itu tidak
mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh
undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku
sendiri.

c. Orang yang turut serta melakukan delik(mede dader)

Menurut Martiman Prodjohamidjoyo yang dimaksud dengan turut serta
melakukan adalah apabila beberapa orang pelaku (made plegen) adalah apabila
beberapa orang pelaku serta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana.”'

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat yang berarti
bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi

rumusan tindak pidana. Ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang

*! Martiman Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana. hlm.112
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dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta
melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur
tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang yang bersifat
objektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa
perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader),
perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup
memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur
kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini

condong pada pandangan yang bersifat subjektif.*
d. Orang yang sengaja membujuk melakukan delik(uitlokker)

Yang dimaksud dengan yang membujuk melakukan tindak pidana atau
disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk
melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”> Orang
yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut auctor intellectualis,
seperti pada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana secara material tetapi

melalui orang lain.**

Menurut Pasal 55 ayat 1 KUHP dirumuskan bahwa penganjur atau

pembujuk adalah orang yang dengan pemberian, upah, perjanjian,

2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.
96-97

» Martiman Prodjohamidjojo, Asas-asas., hlm.57

** Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan, (Jakarta: Bina Aksara,1983).
hlm.52.
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penyalahgunaan kekuasaan, paksaan ancaman dan tipu daya atau karena memberi

kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja melakukan perbuatan.”
e. Yang membantu melakukan delik (medeplitchtigheid)

Menurut Pasal 56 bentuk penyertaan yang terakhir adalah bentuk
membantu melakukan tindak pidana. Bentuk ini merupakan bentuk terakhir dari
delik penyertaan dan sering dilakukan oleh seorang dalam melakukan tindak

pidana.

2.3.1.2. Terdapat kekurangan alat bukti

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dapat
disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat
dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep
tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip
minimum pembuktian bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan
terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan
minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah
tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara
pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan
penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penuntutan oleh

26
penuntut umum.

% Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. Hukum Pidana Dasar., him.152.
%% Kepolisian Republik Indonesia, Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak
Pidana (Jakarta: 2000), hlm.17.
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Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya. Bukti-bukti dihimpun oleh
penyidik sebagai alat bukti guna menemukan kebenaran materil di sidang
pengadilan. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus
memutus perkara. Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana

adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi.*’

Menurut hukum, bahwa yang disebut sebagai saksi adalah seorang yang
dapat memberikan keteranagan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan
ia alami sendiri. Sementara yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah
satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri

dengan menyebut alasan pengetahuannya.?®

Berpedoman pada uraian tersebut, keberadaan seorang saksi akan
menjadi “kata kunci” dalam pengungkapan sebuah perkara pidana. Oleh karena
tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar dan tidak ada
orang yang mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat
hukum akan kesulitan menangkap pelakunya. Maka dalam kekurangan alat bukti

terutama alat bukti saksi sebagai kunci, maka mucullah istilah saksi mahkota,

" Gorby Zefanya Tahitu. Artikel “Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia. 2015. Diakses melalui https://media.neliti.com> publications tanggal 7
November 2017.

28Waluyadi. Kejahatan, pengadilan dan hukum pidana. CV. Bandar Maju. Bandung,
2009, hlm, 134.
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yang mana saksi mahkota ini diambil dari terdakwa yang diminta kesaksiannya
terhadap suatu perkara yang ia dengar, lihat dan alami sendiri yang tujuannya
untuk mempermudah mengungkap kasus yang melibatkan dia sebagai salah satu

terdakwa yang ikut melakukan kejahatan.
2.3.1.3.Pemecahan berkas perkara (splitsing)

Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan
sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain,
yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan splitsing dalam

0 kata split atau

pemeriksaannya.”’  Menurut Kamus Indonesia-Belanda,
lengkapnya “splitsing”” merupakan kata yang berarti pemisahan. Splitsing sudah
dikenal sejak sebelum berlakunya KUHAP atau masih berlakunya HIR sebagai
landasan hukum acara pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, splitsing adalah
“Apabila ada satu berkas pidana yang mengenai berbagai perbuatan melanggar
hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, dan yang tidak memenuhi
syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas
perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara ini menjadi
beberapa berkas perkara dan juga harus memecahkan berkas perkara itu menjadi
beberapa berkas perkara dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing

berkas perkara”.’'

% Suryono Sutarta. Hukum Acara Pidana Jilid I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP,
1991. hal 53.

A, Teeuw, Kamus Indonesia-Belanda, Indonessisch-Nederlands woordenboek,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), halaman 531.

3! Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Sumur, 1982),
halaman 90.
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Di dalam KUHAP, pemisahan berkas perkara ketentuannya dicantumkan
dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal penuntut umum
menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang
dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan
Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing
terdakwa secara terpisah”.Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada
Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas
perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan
splitsing berada di tangan Penuntut Umum. Namun KUHAP tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut tentang kapankah splitsing tersebut dilakukan oleh
Penuntut Umum. Dalam Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209 tentang
Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7

(KUHAP) Pasal 142 hanya diterangkan “cukup jelas”.

Mengingat, penjelasan Pasal 142 menyatakan bahwa biasanya splitsing
dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling
menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik
terhadap tersangka maupun saksi, maka splitsing dilakukan pada saat Penuntut
Umum melakukan kegiatan Prapenuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
14 huruf b KUHAP, yaitu “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan
pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4),
dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari

penyidik™.
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Oleh karena itu, splitsing dilakukan pada saat tahap Prapenuntutan, yaitu
ketika Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk memecah
berkas perkara. Hal tersebut disebabkan pemecahan penuntutan perkara (splitsing)
seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP biasanya memang
dilakukan dengan membuat berkas perkara lagi, sehingga perlu dilakukan kembali
pemeriksaan terhadap saksi maupun terhadap terdakwa. Dalam hal ini, tugasuntuk
menyusun berkas perkara adalah di pihak Penyidik dan bukan di pihak Penuntut
Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (1), yaitu “Dalam hal
penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan
berkas perkara itu kepada penuntut umum.” Oleh karena itu, Penyidik melakukan
splitsing atas perintah penuntut umum, apabila dari hasil penelitian berkas
perkara,penuntut umum berpendapat bahwa perkara pidana tersebut perlu

dilakukan splitsing.**

Sebenarnya saksi mahkota muncul pada saat suatu perkara itu dipecah-
pecah (displit). Pemecahan berkas perkara yang pada pokoknya satu perkara
biasanya dilakukan secara berjamaah. Dalam konteks ini, kemudian muncul
istilah saksi mahkota.Hal tersebut juga disebabkan, salah satu urgensi dari
pemecahan berkas perkara menjadi berkas perkara yang berdiri sendiri,
dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi
secara timbal balik diantara sesama mereka. Oleh karena itu, jelas diperlukan

kembali pemeriksaan penyidikan. Dalam hal inilah, sekalipun pemecahan berkas

DITRESKRIMSUS POLDA KALSEL , “Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam
KUHAP. Diakses melalui https://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/pemecahan-

perkara-splitsing-dalam-kuhap.html. Tanggal 15 Desember 2017.
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perkara dilakukan oleh Penuntut Umum, namun pemeriksaan penyidikan yang
diakibatkan pemecahan berkas perkara tetap menjadi wewenang Penyidik.Oleh
karena itu, dalam pemecahan berkas perkara dilakukan hal-hal yaitu pemeriksaan
penyidikan dilakukan olehPenyidik dengan jalan pihak Penuntut Umum
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti “penyidikan
tambahan”.Pemeriksaan penyidikan akibat pemecahan berkas perkara dilakukan

oleh penyidik berdasar petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

2.4. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu
sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.’’Berdasarkan komponen yang
dijelaskan oleh Marjono Reksodiputro tersebut, salah satunya adalah pengadilan.
Pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim
bersama penuntut umum, penasehat hukum, seerta pejabat pengadilan yang

terkait.>*

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka di dalam proses
pengadilan ada namanya pembuktian yang merupakan hal yang sangat determinan
bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksan perkara

pidana, khususnya dalam hal menilai terbuktiatau tidak terbuktinya kesalahan

33 Marjono Reksodiputro dikutip oleh Ruslan Renggong. Hukum Acara Pidana
(Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia). Jakarta: Prenada 2014.
Hal.157.

** Ruslan Renggong. Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Prose
Penahanan di Indinesia). 2014. Hal.219.
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yang didakwakan kepada terdakwa.’’Pada dasasrnya seluruh kegiatan dalam
proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan
akhir diucapkan di depan persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan
yang berhubungan dengan kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum
pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang
pengadilan, tetapi sesuangguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai

pada saat penyidikan.*

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya
penegakan hukum. Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya. Keberadaan seorang saksi

yang menjadi “kata kunci” dalam pengungkapan sebuah perkara pidana.

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses
pembuktian peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP?', alat-alat bukti

yang sah antara lain:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa.

3> Amrullah. Jurnal Ilmiah Peuradeun (Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan
Pidana di Indonesia). 2014. Hal.85.

*Ibid, hal.87.

"Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.
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Berdasarkan urutan dari kelima alat bukti tersebut dapat dilihat bahwa
keterangan saksi menempati urutan teratas. Istilah saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan
yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang
penting dan utama.’® Sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti,
namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti yang
lain, menjadi sebuah kewajiban untuk selalu diperlukan pembuktian dengan alat
bukti keterangan saksi,’’ schingga tidak ada perkara pidana yang luput dari
pembuktian alat bukti keterangan saksi.Dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap
tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi

mahkota, dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan sebutan splitsing.

Menurut Andi Hamzah, definisi saksi mahkota yang diterapkan dalam
praktik peradilan pidana di Indonesia adalahsaksi yang berasal dari seluruh para
terdakwa dalam hal ikut serta (madeplegen) perkaranya dipisah dan kemudian
“bergantian” menjadi saksi. Definisi ini sebenarnya telah disalahartikan, menurut

Abdi Hamzah saksi mahkota ini sebenarnya adalah ‘“salah seorang” terdakwa

¥ M.Yahya Harahap, Pembahasan Pembahsa dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta,
2000, hlm 265.

*Ibid, him 286.
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yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik
narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi.
Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada ditangan jaksa untuk menuntut
atau tidak menuntut seorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa

syarat.40

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP,
tidak ada aturan yang jelas mengenai saksi mahkota. Di dalam KUHAP hanya
mengatur tentang orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi (Pasal 168
KUHAP). Tetapi dalam prakteknya saksi mahkota ini muncul dan digunakan,
kemunculan atau penggunaan saksi mahkota itu sesuatu yang sangat kondisional
dengan syarat-syarat tertentu yang mana pengajuan saksi mahkota itu merupakan
hak oportunitas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Penggunaan saksi
mahkota ini juga tidak dilarang di dalam KUHAP, dan Mahkamah Agung juga
tidak melarang tentang penggunaan saksi mahkota di persidangan asalkan

berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dalam praktik peradilan, secara substansi dikenal adanya dua macam

gradasi dari pada saksi mahkota, yaitu:*'

a. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan tindak

pidana.

* Jur Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. hal
272.

*'Eko Condro Saputro. Kedudukan Saksi Mhkota (KROONGETUIGE) Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan. Naskah Publikasi Skripsi, Fakultas
Hukum, Universitas ,Muhammadiyah Surakarta, 2015, him. 10.
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b. Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak

. 4
pidana.

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja, dasar
pemberian mahkotanya merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHAP yang
berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.*Sebagai
alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan
untuk saksi mahkota pelaku tindak pidana, maka pemberian mahkotanya berupa
pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunis sehingga secara
fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk
mengajukan saksi mahkota kedepan persidangan, karena harus seizin Jaksa Agung
untuk mendeponir perkaranya. Selain itu, dalam praktik terhadap penerapan saksi
mahkota sering menimbulkan konflik yuridis,di satu pihak statusnya sebagai
terdakwa, dan dipihak lain sebagai saksi. Dengan demikian sebagai saksi di
bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran

terhadap hal ini diancam pidana dalam ketentuan Pasal 242 KUHP.

Sedangkan sebagai terdakwa, statusnya oleh undang-undang diberikan
hak ingkar, yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para
saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan
status tersebut, secara teoritik akan mengalami tekanan, atau setidak-tidaknya

tekanan secara psikis, sehingga keterangannya dapat diragukan, lebih-lebih

2 Lilik Mulyadi. Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik, PT.
Alumni, Bandung, 2008, him.107.
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apabiladi persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang
termuat dalam BAP, baik keterangan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa,

sehingga hakim tidak memperoleh kebenaran tentang BAP.

Dalam proses pendengaran saksi mahkota, biasanya dilakukan

pemeriksaan, penyidik dan penuntut dalam berkas perkara yang dipisahkan

(berkas splitsing). Dapat terjadi bahwa saksi mahkota (sebagai terdakwa dalam
berkas splitsing) akan saling memberatkan atau meringankan. Kelemahan dari
pendengaran saksi mahkota yaitu memberikan keterangan palsu dan untuk itu
saksi tersebut dapat diancam dengan Pasal 224 KUHP.* Saksi mahkota
dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan, dan saksi
mahkota ini sangat diperlukan, karena dibutuhkan terutama terhadap kasus-kasus
yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang sulit pembuktiannya, bahkan
hampir tidak mungkin mendapatkan saksi karena kuatnya para pelaku tindak
pidana dalam menjaga kerahasiaannya.*’ Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan
beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan
bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui

perkumpulan profesi.

“H.P. Pangabean. Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurispudensi Indonesia. (PT
Alumni:Bandung), 2014. hal.87

* zulfan. Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana. (Universitas
Malikussaleh: Lhouksmawe),. 2007
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BAB TIGA
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN
SAKSI MAHKOTA PADA PUTUSAN NOMOR 158/ PID.
SUS/2017/PN BNA) DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Islam
3.1.1. Pengertian saksi dalam sistem peradilan pidana Islam

Dalam Bahasa Arab kata yang serupa dengan saksi digunakan kata
(syahadah). Adapun kata syahadah mempunyai arti berita yang pasti.' Namun di
dalam Figh Sunnah kata kesaksian (syahadah) itu diambil dari kata musyahadah,
yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang

menyaksikan) itu memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.”

Sayid Sabiq mengartikan syahida adalah ‘alima (mengetahui). Syahid
adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia
menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.’Ibnu Rusyd dalam kitabnya
Bidyatul Mujtahid menyebutkan bahwa Al-Jauhari dalam Ash-Shihah
membedakan antara syahadah dengan syahaadah dengan syaahid. Dimana
syahadah berarti “keterangan yang pasti”. Sementara syaahid, orang yang
membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu
yang luput dari perhatian orang lain. Oleh karena itu makna syahid sama dengan

syaahid.* Dalam kitab Figh Imam Syafi’i dikatakan bahwa An-Nawawi dalam

'Lois Ma’luf Fi Al-Lughah Wa Al-A’ma (Beirut: Dar Al-Masyriq, 2006), hlm. 406.
Dikutip dari Siti Mawaddah, Kesaksian Non Muslim Dalam Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh
Menurut Hukum Islam (Analisa Putusan No. 02/JN/2006/MSy-BNA) Skripsi tidak dipublikasikan,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2016, him. 20.

’Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid XIV, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), hlm.55

> Ibid., hal.49

* Ibnu Rusyd, Bidyatu’l-Mujtahid. Semarang: Asy-Syifa’, 1990), him. 509.

48
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memberikan definisimembedakan antara kesaksian dengan saksi. Menurut beliau
kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat dan diketahui, Sedangkan

saksi adalah orang yang memiliki dan menyampaikan kesaksian.’

Dalam Kamus Istilah Figh, “saksi adalah orang atau orang-orang yang
mengemukakan keterangan unuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam
pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan
di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak
dicatat.°Sedangkan kesaksian menurut istilah dapat dilihat pada beberapa
pemikiran ahli figh Islam seperti Wahbah Zuhaili yang mendefinisikan kesaksian
sebagai sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan dan
membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata asy-syahadah (bersaksi)

di majelis persidangan.”’
Adapun syarat-syarat saksi dalam Islam adalah:
a. Islam

Ulama figh sepakat bahwa seorang saksi harus muslim, tidak diterima
kesaksian orang kafir atas orang Islam karena diragukan kebenarannya. Menurut
Imam Syafi’i, saksi yang dikehendaki ialah orang yang merdeka, diridhai dan
beragama Islam, orang yang kita ridhai tentulah dari ahli agama kita, bukan
orang-orang musyrik, karena Allah Swt. memutus kewenangan (wilayah) antara

kita dan mereka dengan agama, tidak pula hamba sahaya yang dikuasai tuannya,

> Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syfi’l, jilid III, (Terj. Al Muhammad Afifi dsn abdul hafiz), (Jakarta:
Almahira, 2010), hlm. 509.

% M. Abdul Mujeb, Mabruri Thalhah dan syafi’ah (eds), Kamus Itilsh Figh, Jakarta: PT.
Pustaka Firdaus, 1994, him. 306.

" Wahbah Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid VIII..., 403.
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orang fasik juga bukan orang yang kita ridhai, kita hanya ridha terhadap orang-

orang Islam yang adil, merdeka dan baligh.®

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali, Syuraih, dan Ibrahim An-
Nakha’i, mereka berpendapat bahwa tidak dibolehkan kesaksian orang kafir atas
muslim kecuali mengenai wasiat dalam keadaan perjalanan. Mereka berlandaskan
kepada QS. Al-Maidah: 106. Sedangkan Imam Syafi’i dan Malik berpendapat
bahwa tidak dibolehkan kesaksian orang kafir atas orang Islam baik dalam
perjalanan maupun lainnya, karena QS. Al-Maidah: 106 menurut mereka telah

dihapus (dimansukkan).’

Sedangkan kesaksian sesama ahli dzimmah, para fuqaha berbeda
pendapat.Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, “kesaksian ahli
dhimmah tidak diterima, baik untuk orang muslim maupun orang kafir.” Ulama
Hanafiyah berkata “kesaksian sesama mereka diperbolehkan, karena semua

kekafiran itu adalah satu agama.”10

Asy-Sya’bi, Ibnu Abi Layla, dan Ishaq mengatakan, “ kesaksian seorang
Yahudi untuk Yahudi lainnya diperbolehkan. Namun tidak boleh jika untuk orang
Nashrani dan Majusi. Juga tidak diperbolehkan kesaksian penganut suatu agama

untuk penganut agama lainnya.”"'

b. Adil/keadilan

¥ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Figh Al-Qadha.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 80

? Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid IV, (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006), hlm. 326-363.

' Sulaiman Al-Faifi. Ringkasan Fikih Sunnah. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. HIm.
894-895.

"'1bid., Hal. 895
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Adil merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh saksi
yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal
kebiasaan berdusta dari mereka.'””? Jumhur fugaha juga berpendapat bahwa
keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapi
kewajiban-kewajiban syara’ dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-
perkara yang haram dan makruh."’Sementara dalam referensi yang lain disebutkan
bahwa, syarat adil ini wajib terpenuhi dalam kesaksian. Artinya, kebaikan mereka
mengalahkan keburukannya dan mereka tidak bisa berdusta.'*Dengan demikian,
tidak diterima kesaksian dari orang fasik dan orang yang terkenal sebagai
pendusta, buruk keadaannya, ataupun rusak akhlaknya. Inilah pendapat terpilih

mengenai makna adil."

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang pengertian keadilan. Imam
Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya
Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Perbedaan pendapat ini
disebabkan karena adanya keragu-raguan mereka tentang mafhumnyasebutan
“keadilan” yang menjadi bandingan ‘“kefasikan”. Demikian itu karena fugaha
telah sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak dapat diterima,'®

berdasarkan firman Allah swt dalam Qur’an surat Al-Hujurat ayat 6.

12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 14, (Terj. Mudzakir AS), (Bandung: PT. Al-Ma’arif
Bandung, 1996), him. 60.

" Ibnu Rusyd. Bidyatul Mujtahud. Semarang: CV. Asy-Syifa’. hal.684

“Sulaiman Al-Faifi. Ringkasan Fikih Sunnah. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. Hlm.895.

PIbid., hal. 895

"Ibid, hal. 684-685.
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”

Tetapi fuqaha tidak berselisih pendapat, bahwa kesaksian orang fasik itu
dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya.'’ Akan tetapi Imam Abu Hanifah
berkata: Apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain
seperti had qadzaf, maka kesaksiannya tidak diterima, walaupun sudah bertaubat.

Sedang jumhur fugaha menyatakan bahwa taubatnya diterima.'®

Para ahli figih mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keadilan

seseorang ditinjau dari dua hal yaitu:

1) Sering melakukan kewajiban atau hal yang fardhu seperti shalat lima
waktu dan shalat jum’at dengan sunnah-sunnah rawatibnya. Persaksian
dari seseorang yang sering meninggalkan yang wajib atau sunnah
rawatib dan shalat witir tidak bisa diterima.

2) Melaksanakan hal-hal yang dianggap Dbaik oleh manusia
(berperikemanusiaan). Artinya, dia memiliki perasaan manusiawi yaitu
mampu melaksanakan segala perbuatan yang dianggap bagus, dan

indah seperti dermawan. Juga menjauhkan diri dari perbuatan-

" Tonu Rusyd. Bidyatul Mujtahid. Semarang: CV As-Syifa. hal.685.
®Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid XIV, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), him. 61.
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perbuatan yang rendah serta kebuasaan yang indah dan hina seperti
sombong, sehingga apa yang ia ucapkan akan menjadi bahan tertawaan
orang lain."’
Adapun orang yang adil ialah yang memiliki sifat-sifat:*°
a) Menjauhi segala dosa besar, tidak terus-menerus melakukan
dosa kecil.
b) Baik hati.
c) Dapat dipercayai sewaktu marah, tidak akan melanggar
kesopanan.
d) Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang
setingkat dengan dia.

e) Bukan musuh terdakwa, dan bukan anak atau bapaknya.

Adapun kriteria al-‘adalah menurut mazhab Syafi’iyah adalah orang
tersebut harus menjauhi dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-
dosa kecil, akidahnya lurus, jika marah dapat mengendalikan diri, dan selalu
menjaga kehormatan dirinya.”’Abu Hanifah menetapkan bahwa kriteria al-
‘adaalah adalah sisi lahiriah kemusliman seseorang. Dengan demikian, seorang
saksi tidak perlu ditanyai mengenai ke- ‘adalah-annya kecuali jika lawan
perkaranya mempertanyakan ke-‘adalah-annya tersebut. Akan tetapi, apabila

kasusnya hudud dan kisas, seorang saksi harus ditanyai mengenai ke- ‘adalah-

' Saleh Al-Fauzan, Figh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), him.938.
*% Sulaiman Rasjdi.Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011. him.491
*! Wahbah Zuhaili. Figih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011. Hal. 184.



54

annya meskipun perkaranya tidak meminta untuk itu.”? Dalil yang menyatakan
bahwa untuk menetapkan ke- ‘adalah-annya seseorang cukup hanya dengan sisi

lahiriah kemuslimannya.

Sabda Nabi Muhammad saw
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Diriwayatkan dari Hajaj bin Arthah dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari
kakeknya berkata bahwa Rasullullah saw bersabda “semua orang muslim adalah
adil antara sebagian dan sebagiannya kecuali seorang muslim yang pernah

dihukum hakkarena menuduh orang lain berzina” (H.R Ibnu Abi Syaibah)®
c. Baligh dan berakal (kedewasaan)

Di dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa baligh pada
seorang lelaki, dapat diketahui melalui mimpi dan keluarnya air mani. Sedangkan
baligh pada perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah dan
hamil. Mayoritas fugaha membatasi usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
Mereka beralasan bahwa yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya

adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri.

2.
1bid.,
 Dikutip Oleh Wahbah Zuhaili dari HR Ibnu Abi Syaibah dalam al-Musannaf dari Amr
bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dengan lafal llla mahduudan fi fariyyatin. (Nashbu ar-
rayah, Jilid. IV, hlm.81
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Mimpi basah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan baligh secara

syarak adalah karena hal itu merupakan bukti atas kesempurnaan akal.**

Fuqgaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara-
perkara yang padanya disyaratkan keadilan. Kemudian mereka berselisih pendapat
tentang kesaksian anak-anak, sebagian mereka atas sebagian lainnya, dalam
pelukaan dan pembunuhan.25 Imam Malik membolehkan kesaksian anak kecil
dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak berselisih dan berpecah-belah. Hal

itu juga dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair.*®

Jumhur fuqaha amshar (negeri-negeri besar) menolak kesaksian mereka,
karena telah terjadi ijma’- seperti telah dikatakan bahwa diantara syarat-syarat
bagi seorang saksi adalah keadilan, dan diantara syarat keadilan adalah
kedewasaan.”” Oleh karenanya, kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan
merupakan kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk (garinatu ‘I-

hal).
d. Bersih dari tuduhan

Orang yang tertuduh disebabkan oleh kecintaan atau permusuhan tidak
dapat diterima kesaksiannya. Demikian pula tidak diterima kesaksian ashl/, yaitu

kesaksian al-far’u, yaitu kesaksian orang tua untuk anaknya. Akan tetapi,

** Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II, (terj. Tim Shalisah),
(Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), him. 258

* Ibid., hal. 686.

% Sulaiman Al-Faifi..Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Beirut Publishing.
2017.Hal.896

*" Sulaiman Rasjdi.. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.2011 Hal.491
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diperbolehkan kesaksian untuk keduanya, misalnya seorang ibu memberikan

kesaksian untuk anaknya dan anak memberikan kesaksian untuk ibunya.*®

Termasuk dalam kesaksian yang tidak diperbolehkan adalah kesaksian
seorang suami untuk istrinya, kesaksian seorang istri untuk suaminya, karena
hubungan suami-istri itu menjadi tempat persangkanya tuduhan. Sebab umumnya
dalam hubungan suami-istri itu yang ada saling mencintai. Namun Imam Syafi’i,

Abu Tsaur, dan Al-Hasan membolehkan hal itu.?
e. Kuat ingatan dan cermat

Tidak dapat diterima kesaksian orang yang terkenal dengan ingatannya
yang buruk dan sering lupa maupun salah, karena hilangnya kepercayaan terhadap

perkataannya. Hal ini juga berlaku bagi orang yang dungu dan semisalnya.
f. Dapat berbicara

Seorang saksi harus mampu berbicara, kecuali jika ia menuliskan
kesaksiannya dengan tulisan. Ini menurut pendapat yang shahih dari mazhab

Imam Syafi’i.*

Kesaksian orang bisu tidak bisa diterima meskipun bahasa
isyaratnya bisa dipahami, sebab bahasa isyarat tidak bisa dijadikan dasar dalam

kesaksian, sedangkan kesaksian menuntut keyakinan sehingga yang dituntut dari

saksi adalah mengucapkan kesaksiannya tersebut.”'

*® Sulaiman Al-Faifi. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Beirut Publishing.
2017. Hal.896

“Ibid.,

0 Ibid.,

3! Wahbah Zuhaili.. Figih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011. Hal. 183
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Ulama mazhab Maliki membolehkan kesaksian orang yang bisu jika
bahasa isyaratnya bisa dipahami. Ini karena dalam masalah pernikahan, bahasa
isyaratnya dalam talak yang dijatuhkan olehnya dan juga zhihar-nya dianggap
sama dengan ucapannya. Dengan demikian, dalam masalah kesaksian juga

demikian.*?

Ada beberapa macam jenis persaksian dalam hukum Islam berdasarkan

nishabnya, yaitu:>
a. Kesaksian empat orang

Nishab kesaksian dalam had zina adalah empat orang laki-laki,

berdasarkan Firman Allah swt dalam q.s An-Nisa’ ayat 15.

Loyl feale Tohe hiob s o i bl als , o1T;
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Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita
itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah

memberi jalan lain kepadanya.

32 Dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam 4/-Mughni,jld.IX, hlm, 110; Hasiyah ad-Dausugi
‘ala asy-syarh al-kabir, jld.IV, hlm.168
3 Sulaiman Al-Faifi. Ringkasan Fikih Sunnah. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. Hal. 898.
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b. Kesaksian tiga orang saksi

Para ulama Hanabillah berpendapat bahwa orang yang telah dikenal
sebagai orang kaya, jika ia mengaku sebagai orang fakir agar memperoleh
zakat, maka pengakuannya itu tidak dapat diterima kecuali tiga orang saksi

dari kalangan laki-laki atas pengakuannya.

c. Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita

Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita dapat diterima dalam
seluruh hak dan Audud, kecuali had zina yang disyaratkan adanya empat orang

saksi.

d. Kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang

perempuan.

Ini berlaku dalam urusan-urusan harta seperti jual beli, pinjam-
meminjam, utang piutang, sewa-menyewa, gadai, pengakuan, dan

perampasan.

Ulama Hanafiyah mengatakan, “kesaksian kaum perempuan bersama
kaum laki-laki diperbolehkan dalam urusan harta, pernikahan, rujuk, talak,
dan segala urusan selain hudud dan gishas.” Hal ini dikuatkan oleh Ibnul
Qayyim. Sedangkan menurut Imam Malik, ulama Syafi’iyah dan mayoritas
fugaha membolehkan kesaksian kaum perempuan dalam hal harta dan hal-hal
yang berkaitan dengannya secara khusus, seperti hudud, gishas, nikah, talak,
dan rujuk. Namun kesaksian mereka tidak dapat diterima dalam hukum-

hukum jasmani, seperti hudud, gqishas, nikah, talak, dan rujuk. Mereka
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berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian perempuan dalam hukum-
hukum jasmani yang berkaitan dengan harta saja seperti wakalah

(perwakilan) dan wasiat yang hanya berkaitan dengan harta.

e. Kesaksian seorang laki-laki

Dapat diterima kesaksian seorang laki-laki yang adil dalam masalah-
masalah ibadah seperti azan, shalat, dan puasa. Ibnu Umar berkata, “saya
pernah mengabarkan kepada Nabi saw bahwa saya telah melihat hilal. Lalu
beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa.” (H.R Abu

Daud).

Diantara fuqaha juga ada yang berpendapat bahwa diterimanya
kesaksian seorang laki-laki yang jujur, seperti Ibnul Qayyim yang
mengatakan, “diperbolehkan bagi seorang hakim untuk membuat keputusan
hukum berdasarkan kesaksuan seorang laki-laki yang diketahui kejujurannya

dalam perkara selain hudud.

f. Kesaksian untuk persusuan

Ibnu Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian seorang ibu
susuan dapat diterima. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhari bahwa Ugbah bin Haris menikah dengan Ummu Yahya bin Abi Thab.
Lantas datanglah seorang wanita yang berkata, “Aku telah menyusui kalian
berdua.” Ugbah pun menanyakan hal itu kepada Nabi saw beliau menjawab,

“bagaimana engkau menggaulinya, sebab telah dikatakan bahwa engkau
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adalah saudara sepersusuannya.” Maka, Ummu Yahya pun diceraikan oleh

Ugbah, kemudian ia menikah dengan lelaki lain.
g. Kesaksian untuk tangisan bayi yang baru saja lahir (istihlal)

Ibnu Abbas ra membolehkan kesaksian bidan seorang dalam hal
tangisan bayi yang baru saja lahir. Diriwayatkan dari Asy-Sya’bi dan An-
Nakha’i, serta diriwayatkan dari Ali dan Syuraih bahwa keduanya pernah

memutuskan perkara dengan hal ini.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa perkara-perkara yang
umumnya tidak diketahui kaum laki-laki, maka dalam perkara itu dapat

diterima kesaksian seorang wanita yang adil.
3.1.2. Saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Islam

Hukum acara pidana Islam tidak membahas secara langsung mengenai
saksi mahkota. Saksi mahkota yang kedudukannya sebagai saksi a de charge.
Saksi a de charge adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum
atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa dan

dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.’*

Keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara
pidana dalam kitab klasik tidak ditemukan karena memang praktek penggunaan

saksi mahkota sebagai alat bukti belum dikenal waktu itu.”

#*Rocky Marbun. .Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum. Jakarta: Visi Media.
2010. hal. 57.

*Joni Zulhendra. Jurnal. Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana Menurut Hukum Islam.2014. Hal.20
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3.2. Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam

Di dalam Islam tidak ditemukan pembahasan tentang saksi mahkota
sebagai salah satu alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Maka ulama Abi
Umar Yusuf bin Abdullah menjelaskan dalam kitab a/-Kafi fi Figh Ahlul Madinah
al-Maliki bahwa diterima kesaksian suatu kelompok suatu ketika mereka bertemu
orang yang juga merampok, sedangkan perampok itu berada dalam kelompok
mereka. Diterima dengan syarat bilamana mereka adil. salah satu syarat saksi
adalah adil dan bersih dari tuduhan. Keberadaan seorang saksi sangat diperlukan
untuk mengungkap sebuah kejahatan jarimah. Sementara saksi mahkota adalah
orang yang sudah terkena tuduhan dan hilangnya sifat adil yang merupakan salah

satu kriteria atau syarat dalam Islam.*

Orang yang bersaksi tanpa memenuhi syarat adil, maka dia digolongkan
kedalam orang munafik, dan orang munafik disebut orang fasik.’” Karena orang
munafik itu telah keluar dari ketaatan kepada Allah swt dan kefasikan itu yang
menghilangkan sifat adil, padahal keadilan merupakan sebuah sifat yang
dibutuhkan dan disyaratkan dalam segala persaksian.’® Sementara itu ada
perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan menerima kesaksian dari

orang fasik. Ulama-ulama mazhab Syafi’i mengatakan bahwa saksi itu haruslah

3 Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Birry al-Qurtuby. al Kaffi fi
Figh Ahlul Madinat al-Maliki dikutip oleh Joni Zuelhendra dalam jurnalnya Saksi Mahkota
Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam. Hal.20

Thttps://konsultasisyariah.com/1 1768-siapakah-orang-fasik.html. Diakses 21 Maret 2018
pukul 11:35 WIB.

*¥Sayyid Sabiq.Figh Sunnah. Surakarta: Insan Kamil. 2016. Hal. 310
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seorang yang bersikap adil (jujur), sebaliknya ulama mazhab Hanafi mengatakan
bahwa orang fasik pun termasuk orang yang patut memberikan kesaksian.” Dasar
pandangan Imam Syafi’i ialah bahwa saksi-saksi yang fasik itu tidak memenuhi
syarat-syarat untuk diterima kesaksiannya, maka tertolaklah mereka untuk

menjadi saksi.*

Saksi mahkota didalam hukum Islam hanya boleh digunakan dalam

keadaan darurat seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih

adl s 3 dhay )3 Sl L

Artinya: Apa saja kebolehannya karena ada alasan kuat (uzur), maka

hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.”'

Namun apabila daruratnya sudah hilang, maka dikembalikan kepada
hukum asalnya, yaitu tidak boleh menerima kesaksian dari orang fasik. Atau
sepantasnya kita merujuk kepada pertimbangan hakim. Jika seorang hakim
melihat bahwa kesaksiannya lebih bermaslahat untuk kedua belah pihak atau
masyarakat maka lakukanlah. Dan jika tidak melihat adanya kemaslahatan, maka
kembali kepada hukum asal yaitu tidak boleh menerima kesaksian orang fasik

sampai kefasikannya telah hilang.**

% M. Ali Ash-Shabuni.Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an Jilid 2. Bandung: PT.
Al-Ma’arif.1994 hal. 128

“Ibid., hal. 129

! Muhammad Mas’ud Zein, Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid-Fighiyyah), (Jawa
Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), hal.66.

*“Muhamada bin Shalih Al-Utsaimin.Halal dan Haram Dalam Islam. Jakarta: Ummul
Qura. 2013. hal. 616-617.
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3.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Mahkota Dalam Putusan Perkara
Pidana 158/PID. SUS/2017/PN BNA

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin
tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan
hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.”’ Di dalam
putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal
yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan
alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik berupa putusan

pemidanaan dan lain sebagainya.**

Walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang
seadil-adilnya sesuai fakta—fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada

aturan yang jelas (azas legalitas).Salah satunya yaitu dalam penggunaan saksi

* Nur Haffah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait
Hal yang Memberatkan dan Meringankan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66, Th. XVII (Agustus
2015)

“op.,Cit
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mahkota di persidangan.Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum

acara pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya saksi mahkota.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara, dapat dilihat dari
segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-
yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan didasarkan pada
faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan, seperti dakwaan jaksa penuntut
umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal
peraturan hukum. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu
berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi

sosial ekonomi terdakwa.

Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan apa yang terungkap di
persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sehubungan dengan putusan No.158/PID.SUS/2017/PN.Bna tentang
penyelesaiankasus narkotika yang dalam persidangannya menggunakan saksi
mahkota, majelis hakim menerima dan mensahkan kesaksian yang diberikan dan
diajukan oleh Jaksa. Perlu diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur tentang saksi mahkota.Pemeriksaan

dengan menggunakan saksi mahkota dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik

* Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 124-126.
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Indonesia dengan keputusan No.66 K/Kr/1967, tanggal 25 Oktober 1967.*
Namun penggunaan saksi mahkota tersebut harus didasarkan pada ketentuan-
ketentuan dan kondisi-kondisi tertentu. Yaitu perbuatan pidananya dalam bentuk

penyertaan, pemisahan berkas perkara (splitsing), dan terdapat kekurangan alat

bukti. 4’

Namun dalam putusan Nomor 158/PID.SUS/2017/PN.Bna sebenarnya alat
bukti sudah cukup meyakinkan hakim untuk memberikan putusan hukuman,
namun jaksa penuntut umum juga mengajukan saksi mahkota di persidangan.
Dalam keadaan seperti ini sebenarnya saksi mahkota tidak bisa digunakan, karena
alat bukti sudah cukup dan hakim bisa menjatuhkan putusan dengan alat bukti

yang ada tanpa harus dihadirkan saksi mahkota.

Adapun alasan-alasan kenapa hakim Pengadilan Negeri Banda Ach
membolehkan penggunaan saksi mahkota untuk dijadikan sebagai saksi di

persidangan adalah sebagai berikut:**

a. Dalam KUHAP tidak disebutkan secara khusus tentang saksi
mahkota. Tetapi ada satu pasal yang ada hubungannya dengan saksi
mahkota yaitu Pasal 142 KUHAP yang berbunyi“Dalam hal
penuntut umum menerima satu  berkas perkara yang memuat
beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan

Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap

4 Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidanaa, Perdata, dan Korupsi di
Indonesia. Jakarta : Raih Asa Sukses.2011. Hal.64

" http: hukumonline.com. Syarat-Syarat-Penggunaan-Saksi-mahkotapada tanggal 28
Mei 2018

*®Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
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masing-masing terdakwa secara terpisah.”Di dalam Pasal tersebut
tidak dijelaskan pemisahan yang bagaimana sehingga diserahkan
kepada Jaksa.

. Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret
1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh
undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta
melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan,
dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai
terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan
kesaksian.

Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011

Putusan itu menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang
penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan
didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya
perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan
pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme
pemisahan (splitsing), serta apabila dalam perkara pidana bentuk
penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan  alat bukti,
khususnya alat bukti keterangan saksi.

Sebenarnya dalam penggunaan saksi mahkota ini tidak melanggar

hak ataupun azas yang terdapat dalam KUHAP. Karena ketika dia
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menjadi seorang saksi, maka yang berlaku bagi dia adalah aturan dan
hak-hak yang mengatur tentang kesaksian.*

e. Sebenarnya kedudukan saksi mahkota itu sama dengan saksi yang
telah diatur dalam KUHAP, dan pihak jaksalah yang sebenarnya
yang harus membuktikan dengan siapa saja itu kewenangan dari
jaksa, sementara hakim hanya menilai.

f. Walaupun penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya
tidak perlu dihadirkan oleh jaksa, namun demikian kasus ini
menghadirkan saksi mahkota dan majelis hakim yang menjadi hakim
waktu itu sepakat untuk menerima dan mendengarkan
kesaksiannyakecuali kalau dari penasehat hukum itu menolak, maka
hakim harus mempertimbangkan itu.® Di samping itu juga
diperlukan untuk memudahkan hakim untuk melakukan penyesuaian
antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain atau
kenyataan antar suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.’

g. saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya bermanfaat untuk
terdakwa yang sekaligus menjadi saksi itu sendiri karena itu menjadi
pertimbangan hal-hal yang meringankan hukumannya ketika dia
diperiksa di kasus yang lain dalam kasus yang sama dalam perkara

splitsing >

¥ Wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh

*0 Wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

S'H.P Panggabean. Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurispudensi Indonesia.
Bandung: PT. Alumni. 2012. hal.93

**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
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3.4. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Putusan Perkara Pidana Pidana
Nomor 158/ PID. SUS/2017/PN BNA Menurut Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam saksi terdakwa atau kesaksian sesama pelaku jarimah
dimasukkankedalam kesaksian orang fasik, karena ada beberapa syarat yang tidak
terpenuhi, misalnya adil dan orang yang sudah tertuduh melakukan sesuatu
maksiat atau jarimah. Oleh karena itu maka tidak diterima kesaksian orang fasik
dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan
akhlaknya.”® Adapun para fuqaha, mereka mengatakan sesungguhnya keadilan itu

kaitannya adalah kesalehan dalam agama dan bersifat muruah (perwira).>*

Menurut hukum Islam, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini
sebenarnya tidak dibutuhkan karena tidak dalam keadaan darurat, sebab tanpa
saksi mahkota tersebut hakim tetap bisa memutuskan suatu keadilan karena ada

alat-alat bukti yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

adl s 3 dhay )3 Sl L
Artinya: Apa saja kebolehannya karena ada alasan kuat (uzur), maka
hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.”
Kaidah diatas menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak boleh
digunakan dan dilarang, boleh digunakan selagi ada alasan (uzur) yang
membolehkan. Tetapi kalau sudah hilang alasan atau uzur nya kembali kepada

hukum awalnya yaitu dilarang.

>3 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 12 ~ 13 ~ 14. Bandung: PT. Al-Ma’arif. 1987. hal. 56
545 .
1bid.,
> Muhammad Mas’ud Zein, Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa id-Fighiyyah), (Jawa
Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), hal.66.
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Dalam kasus yang terjadi pada pengadilan negeri dalam hal penggunaan
saksi mahkota ini, sebenarnya tidak ada hal atau keadaan yang darurat dalam
penggunaan saksi mahkota ini, karena tanpa ada saksi mahkota pun hakim tetap
bisa dan yakin dalam memberikan putusan. Karena sesungguhnya penggunaan
saksi mahkota dalam Islam hanya digunakan dalam keadaan darurat/uzur atau
tidak ada alat bukti yang lain seperti ikrar, sumpah, dan lain sebagainya.

Dalam Islam saksi mahkota digolongkan kedalam kesaksian orang fasik,
karena ada beberapa syarat kesaksian yang tidak terpenuhi dan para ulama sepakat
bahwa kesaksian orang fasik tidak bisa diterima dalam hudud kecuali memang
dalam keadaan yang sangat darurat.’®Konsep darurat dalam Islam berdasarkan
maqasid syari’ah  adalah mengharamkan segala sesuatu yang dapat
menghilangkan atau merusak atau mengganggu akal, atau apa saja yang bisa
membahayakan atau menzalimi dirinya sendiri atau orang lain atau yang bersifat
spontan atau tidak.”’Sementara itu ada sebagian ulama yang memberikan definisi
darurat yaitu sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk melanggar sesuatu yang
dilarang oleh agama.”® Ini berarti mencakup semua darurat seperti, darurat
menolak segala yang dapat mengancam keselamatan nyawa atau anggota—anggota
badan atau kehormatan atau akal atau harta benda dan lain sebagainya.”

Jadi, penggunaan saksi mahkota dalam kasus narkotika di Pengadilan
Negeri ditinjau dari hukum Islam adalah tidak boleh. Karena, ada dua kaidah

penting yang telah dicetuskan oleh para ulama figh; yakni kaidah, “darurat itu

%6 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah. Bandung: PT Al-Ma’arif. hal.56

>7 Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy. Fikih Darurat. Jakrta: Pustaka Azzam. 2001.
hal. 11.

¥ Abdul Karim Zaidan. Majmu’at Buhuts Fighiyyat. hal.146

** Abdullah bin Muhammad Ath-Tahariqy., hal. 18
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memperbolehkan hal-hal yang dilarang” dan kaidah “mudharat itu harus
dihilangkan”.® Sementara penggunaan saksi mahkota dalam kasus tersebut tidak
dalam keadaan darurat, karena masih ada bukti yang lain yang cukup yang

membuat hakim bisa memutuskan putusan tanpa harus adanya saksi mahkota.

1bid., hal. 25



BAB EMPAT
PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum
yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait
masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa
rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan

dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Adapun mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
menggunakan saksi mahkota dalam putusan 158/ PID. SUS/2017/PN BNA
adalah:

a. Dalam KUHAP tidak disebutkan tentang saksi mahkota. Tetapi ada satu
pasal yang ada hubungannya dengan saksi mahkota yaitu Pasal 142
KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penuntut umum menerima satu
berkas perkara yang memuat beberapa orang tersangka yang tidak
termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan
penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.” Di dalam
Pasal tersebut tidak dijelaskan pemisahan yang bagaimana sehingga
diserahkan kepada Jaksa.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990

menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-

71
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undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan
pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi
ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas
perkara yang diberikan kesaksian.

Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011.

Putusan itu menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang
penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan
pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana
dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk
penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing),
serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih

terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi.

Sebenarnya dalam penggunaan saksi mahkota ini tidak melanggar hak
ataupun azas yang terdapat dalam KUHAP. Karena ketika dia menjadi
seorang saksi, maka yang berlaku bagi dia adalah aturan dan hak-hak yang
mengatur tentang kesaksian.

Sebenarnya kedudukan saksi mahkota itu sama dengan saksi yang telah
diatur dalam KUHAP, dan pihak jaksa lah yang sebenarnya yang harus
membuktikan dengan siapa saja itu kewenangan dari jaksa, sementara

hakim hanya menilai.
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f. Walaupun penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya tidak
perlu dihadirkan oleh jaksa, namun demikian dalam kasus jaksa
menghadirkan saksi mahkota dan majelis hakim yang menjadi hakim
waktu itu sepakat untuk menerima dan mendengarkan kesaksiannya
kecuali kalau dari penasehat hukum itu menolak, maka hakim harus
mempertimbangkan itu. Di samping itu juga diperlukan untuk
memudahkan hakim untuk melakukan penyesuaian antara kenyataan yang
satu dengan kenyataan yang lain atau kenyataan antar suatu kenyataan
dengan tindak pidananya sendiri.

g. saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya bermanfaat untuk terdakwa
yang sekaligus menjadi saksi itu sendiri, karena itu menjadi pertimbangan
hal-hal yang meringankan hukumannya ketika dia diperiksa di kasus yang
lain dalam kasus yang sama dalam perkara splitsing.

2. Sebenarnya dalam hukum Islam, tidak mengenal adanya saksi mahkota.
Walawpun ketentuan-ketentuan saksi mahkota tidak disebutkan secara
khusus, namun kedudukan saksi mahkota ini bisa disamakan dengan
kesaksian fasik, karena ada beberapa syarat-syarat saksi yang tidak terpenuhi,
salah satunya adalah syarat adilnya. Para ulama sepakat bahwa kesaksian
orang fasik tidak dapat diterima kecuali dia telah benar-benar bertobat. Tetapi
dalam Islam membolehkan penggunaan saksi mahkota jika dalam keadaan
darurat dan tidak ada cara lain selain menggunakan saksi mahkota demi untuk

menemukan keadilan dalam sauatu perkara. Kebolehan saksi mahkota akan
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hilang jika hal-hal yang menyebabkan daruratnya sudah hilang seperti

ditemukannya alat bukti yang lain selain saksi mahkota.

4.2. Saran
Adapun saran-saran dari penulis yaitu:

1. Hakim hendaknya menggunakan saksi mahkota yang diajukan oleh jaksa,
jika memang alat bukti tidak cukup, atau hakim hanya menerima penggunaan
saksi mahkota untuk kasus-kasus yang besar guna untuk mengungkap kasus
tersebut.

2. Bagi Jaksa supaya jangan mengajukan saksi mahkota kalaw seandainya masih
ada alat bukti yang lain yang bisa membuat hakim yakin atau dengan alat
bukti itu bisa di bawa ke pengadilan dan diselesaikan.

3. Penggunaan saksi mahkota hendaknya hanya digunakan pada kasus-kasus
yang besar dengan syarat kekurangan alat bukti, merupakan delik yang

berbentuk penyertaan dan diperiksa dalam perkara yang terpisah (splitsing).
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dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya
aipcrﬁmbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis
sabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan
PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 182/BAP.S51/04-17 tanggal 06 April 2017.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam tipe 105 model RM-1134 beserta simcard
dengan nomor 085360021993

- 1 (satu) unit handphone merk $iamsung wama putih model SM-8310E beserta simca:d cisngan
: nomor 082365717307
merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukii tersebut:

di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Vendpan yang memberatkan: ;
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srdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas
arkotika;
indakan terdakwa dapat merusak kesehatannya;
sadaan yang meringankan:
lardakwa berkata jujur di persidangan;
‘erdakwa belum pemah di hokum
‘erdakwa masih muda dan di harapkan dapat berobah sikapnya;
tAenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harusiai Jivebani pula untuk

mbayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

rkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Jum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa: RISKI NASKULLI BIN M. NASIR HASYEM telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Memiliki, Menyimpan, Menguasai,
atau Menyediakan Narkotika, Golongan | Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana
yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.dan membebaskan
terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menyatakan Terdakwa: RISKI NASKULLI BIN M.NASIR HASYE™ tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu)

e

tahun dan 4 (empat) bulan ;
4, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa: :
- 1 (satu) bungkusan plastic warma bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika
jenis sabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam tipe 105 model RM-1134 beserta simeard

dengan nomor 085360021993
- 1 (satu) un'[i_ﬂhandphone merk Samsung wama putih model SM-8310E beserta simcard

dengan nomor 082365717397
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Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan terdakw

shabu-shabu (Narkut‘lka Golongan 1);

Menimbangd, bahw

Golongan 1 jenis shabu-shab

a sudah mengkgrs:.rrﬁia'nmxakai

a terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Moo=

u tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksa3"

dari Laboratorium No. LAB:MBSMNFJ‘EME tertanggal N4 Mei 2017 yand ditanda tangan OB
Zulni Erma dan Deliana Naiborhu.S,Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium

Medan Wahyu Marsudi M.Si menyatakan dari hasil

adalah Metamfetamin positif sabu-5abil (termasuk
undang RI Nomor 25 Tahun 2008,

_ Menimband, pahwa terdakwa tidak ada

N

pengujian yang dilakukan terhadap contoh
arkotika Golongan 1) perdasarkan Undang-

ijin untuk menggunakan Narkotika

Golongan 1 jenis chabu-shabu tersebut dan perdasarkan hasil

pemeriksaan Urine nomor

phayang kKara panda Aceh barang bukti

Berita Acara

Rf211}1W201‘?,’R5.BHY dari pumah Sakit

dalam perkara terdakwa Negative

mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika

sebagaimana dala

m da

Tentand Narkotika;

- Menimbang, bahwa dari uraian di ata

Tanpa hak atau

melawan hukum menyalahgunakan na

pagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menuru

ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan ya

melakukan;

. Menimband, pahwa ketentuan dari unsur d
sehingga apabila salah satu elemen unsur telah di.penuhi

terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

- Menimbangd bahwa,

Yodi Pratama dengan cara
Phone rva saksi M.Yodi untuk mengaj
Munzgwar {DPD} dengan cara membelinya ~sebanyak 1 (5
Rp.100.000, dengan cara patungan dengan saksi M. Yodi
seorang sadara terdakwa Rp.50

Golongan 1

ftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,

s Majelis Hakim berpendapat unsur
rkotika golongan I

t hukum;

ng turut serta

i atas adalah persifat alternatif,
dari perbuatan

terdakwa pada tanggal 04 April 2017 menghubungi sakai M.

tanggal 05 April 2017 pada pukul 14.30

terdakwa 'menghubungi

viii

ak membell

menelpon melalui Hand Phone nya terdakwa ke Hand
sabu sabu tersebut dari Sdr.
atu) paket seharga
Pratama Rp.50.000
000 seorang dan selajunya pada pada hari Rabu,

Wib, dengan card terlebih dahulu

Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa dengan

maksud uniuk minta beli sabu sebanyak satupaket seharga Rp.100.000



|2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika

golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif,
hingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa,

ska unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar
lhasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah

lentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs.
dami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT.
sja Grapindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum
ferupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat
frcela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum
brmil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan
ukum materiil/materieel wederrechtelijk); '

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,
berdasarkan keterangan salksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta
bukti surat yang diajukan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2017
pada pukul 20.30 Wib, di depan Kantor DPW-PAN, Jin. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec.
Lueng Bate Kota Banda Aceh  bersama dengan Sdr. M. Yodi Pratama, oleh saksi WILI
RAHMAD dan Saksi: L SUNALDI EFENDI yang merupakan Anggota Kepolisian
dari POLRES Kota Banda Aceh;

. Menimbang, bahwa awalnya saksi WILI RAHMAD dan Saksi SUNALDI
EFENDI mendapat informasi bahwa pada hari Selasa tanggal, 04 April 2017,
selanjutnya kami melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi yang
telah kami terima tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira
pukn!  20.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap
Iapobi'ﬁ tersebut dan pada saat itu kami ada menemukan barang bukti narkotika
ienis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang
dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli, para terdakwasedan duduk duduk di
depan Kantor DPW-PAN, Jin. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota
Banda Aceh;

. Meni -3ng, bahwa terhadap terdakwa iah dilakukan pemeriksaan Tes Urin
dengan hasil positif bahwa Terdakwa telah mempergunakan Narkorika



pengetahuan dan tekhnologi, seria berdasarkan ketentuan pasal B ayat (2) nya menyalakan bahwa
m jumlah terbatas, Narkotika golongan | dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
tahuan dan teknologi dan untuk reagensia diaknostik, seria reagensia  laboratorium setelah
apatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkofika yang
enyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukli yang sah bahwa narkotika
irkotika yang dimiliki,disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan
sentuan peraturan perundang-undangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wil Rahmad dan saksi SUNALDI EFENDI
\ga keterangan terdakwa sendiri pada saat ditangkap ditemukan barang bukli berupa 1 (satu) bungkus kecil
sikotropika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening tembus pandang dengan berat
seluruhan 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam plastic kiim wama bening yang merupakan sisa dari
‘emakaiannya yang tujuannya  disimpan di saku celana sebelah kanan adalah untuk terdakwa
akai lagi,
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum diatas, maka Majelis Hakim
sependapat bahwa unsur ke-2 ini fidak terpenuhi ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1)
iidak terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya haruslah dipertimbangkan dakwaaan subsider

dan seterusnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
subsider melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

‘1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri
sendiri;

3,.:Mereka yang melakukan, yarg menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap wasur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagai berikut:
Ad.1 . Unsur Setiap Orang;
o Menimbang bahwa unsur Setiap Orargzpada dakwaan ini mengambil afih dari dakwaan Ac esam

| oT
(R

Pn:rnair tersebut, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
sideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer
gaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang
otika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
Setiap Orang;
tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan | dalam bentuk bukan tanaman:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan
febagai berikut:
Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : siapapun orangnya sebagai subjek
kum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya
;epan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa
idalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari
idanya error inpersona dalam menghukum seseorang;

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan
Eenuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada dii “terdakwa” sebagai pelaku findzk pidana, lebih
anjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan idenitas terdakwa makal yang didakwa

bagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bemama * RISKI NASKULLI BIN M.
NASIR HASYEM' yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh
{erdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana
idal-:awaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya, masih
harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

[m.z. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika
golongan | dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah fidak berhak atau fidak mempunyai
wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-
undang/peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa berdasartan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yany +~enyebutkan
bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan
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- Bahwa,pada saat kami di tangkap tidak ada orang =N yang meihamyE -
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saks veur mermmmion & &
charge),

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sshaga: berins
- 1 (satu) bungkusan plastic wama bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotia
jenis sabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram) sesuai cengan berita acara hasd
penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 182/BAP.51/04-17 tanggal
06 Anrii 2C17. e
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam tipe 105 model RM-1134 beserta simcard
dengan nomor 085360021993,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih model SM-8310E beserta simcard
dengan nomor 082365717347,
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pada pukul 20.30 Wib, di depan Kantor
DPW-PAN, Jin. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Yodi Pratama di tangkap oleh polisian karena ada

menggunakan narkotika jenis sabu;
: . Bahwa, terdakwa mendapatkan barang bukti sabu itu dari Sdr. Munawar
(DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,

t dengan cara patungan dengan saksi M. Yodi Pratama Rp.SO.ﬂ_DD seorang ;

- Bahwa pada saat ditangkap pihak Kepolisian menggeledak.. .dan ditemukan
barang bukti berupa :1 (satu) bungkusan plastik wama bening yang berisikan
kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana
sebelah kanan yang terdakkwa pakai, 1 Unit Handphone Merk NokiaWarna
Hitam Tipe105 model RM-1134 serta simcard, 1 (satu) unit Handphone Merk
Samsung warna putih model SM-8310E serta simcard dan disita dari saksi M.
Yodi Pratama (terdakwa dalam perkara terpisah);

. Bahwa, sisa sabu tersebut rencana untuk kami gunakan lagi; .2

_ Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu,
tanggal 05 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, dengar cara terlebih dahulu
terdakwa menghubungi Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa dengan
maksud untuk minta beli sabu sebanyak satu paket seharga Rp.100.000 ;

| Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telatrizelakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya;
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langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Munawar (DFO) swsmaE ST
100.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapal taiws =
tidak membantah dan ia membenarkan keterangan saksi tersebut |
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yaos pais

#nknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pada pukul 20.30 Wib, di depan Kantor
OSFW-?AN, Jin. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Yodi Pratama di tangkap oleh 2 (dua) orang anggota
Kepolisian yang memakai pakaian Preman ;

_ Bahwa, setelah di tangkap kami langsung dibawa ke Polresta untuk di periksa;

_ Bahwa, Terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama di tangkap di tangkap oleh aparat
Kepnlisian karena ada menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Kami di tangkap oleh pihak Kepolisian di depan Kantor DPW-PAN,
Jalan. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda
Aceh;

. Bahwa, terdakwa mendapatkan barang bukti sabu itu dari Sdr. Munawar
(DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,
dengan cara patungan dengan saksi M. Yodi Pratama Rp.50.000 seorang ;

- Bahwa pada saat ditangkap kami sedang duduk di pinggir Jalan Depan
Kantor DPW- PAN Jin. T. Imum Gampong Lamgeupeung, Kec. Lueng Bata
Kota Banda Aceh ;

. Bahwa pada saat ditangkap pihak Kepolisian menggeledah kami dan ditemukan
barang bukti berupa :1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang berisikan
kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana
sebelah kanan yang terdakkwa pakai, 1 Unit Handphone Merk NokiaWama
Hitam Tipe105 model RM-1134 serta simcard, 1 (satu) unit Handphone Merk
Samsung wama putih model SM-8310E serta simsard dan disita dari saksi M.
Yodi Pratama (terdakwa dalam perkara terpisah); '

- Bahwa, sisa sabu tersebut rencana untuk kami gunakan !agi;

- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu,
tanggal 05 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, dengan cara terlebih dahulu
terdakwa menghubungi Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa dengan
maksud untuk minta beli sabu sebanyak satu paket seiiarga Rp.100.000 ;
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Bahwa, Terdakwa bernama: Riski Naskulli Bin M. Nasir Hasyem, bertempat
tinggal di Gampong Labui, Kec. Baitussalam Aceh Besar satu arah dengan
saksi ;

Bahwa terdakwa bersama saksi di tangkap oleh aparat Kepolisian hari Rabu,
tanggal 05 April 2017 padaa Pukul : 20. 30 wib sedang duduk duduk di depan
Kantor DPW-PAN, Jalan. T. Imum Gampeng Lamseupeung, Kec. Lueng Bata
Kota Banda Aceh karena memakai sabu sabu;

Banwa, kami mendapatkan sabu itu dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara
membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000, dan kami patungan
Rp.50.000 seorang ;

Bahwa, yang menangkap kami dua orang anggota Polisi yang memakai
pakaian preman dari Polresta akan tetapi kami tidak mengenalinya;

Rahwa pada saat kami ditangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti
berupa :1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang berisikan kristal bening
yang diduga narkotika jenis sabu, 1 Unit Handphone Merk NokiaWarna Hitam
Tipe105 RM-1134 serta simcard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung
warna putih model SM-8310E serta simcard ;

- Bahwa, pada saat kami di tangkap polisi melakukan penggeledahan dan
menemukan barang bukti sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan
yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli,1 (satu) unit Handphone merk nokia
warna hitam tipe105 model RM-1134 serta cagemya pada terdakwa Riski
Naskulli, dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung wama putih model SM-
8310E serta simcard;

Bahwa, sisa sabu yang sudah kami pakai tersebut rencana untuk kami
digunakan kembali;

Bahwa, Kami memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal
05 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, deng=ri=ara terlebih dahulu terdakwa
Riski naskulli menghubungi Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa
dengan maksud untuk minta beli sabu sebanyak sat paket seharga Rp.100.000 ;
Buhwa, setelah terdakwa minta kepada Sdr. Munawar (DPO) untuk
mengantarkan sabu tersebut ke Gampong Lamseupeung Lueng Bata Banda
Aceh, pada pukul 15.00 Wib, setelah tiba di Lamseupeung lalu ferdakwa
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. Bahwa, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang di sia pada saat saksi
melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut

. Bahwa, saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam
saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli, dan 1
(satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 seria
cagernya kami sita pada terdakwa Riski Naskulli dan 1 (satu) unit handphone
merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcerd kami sita dati
Sdr.M.Yodi Pratama Bin Muhammad Nazai ;

. Bahwa, terdakwa mengatakan ia mendapatkan barang bukti sabu itu
dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu)
paket seharga Rp.100.000, dengan cara patungan Rp.50.000 seorang ;

. Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan terdakwa ber-sama
temannya sedang duduk di pinggir Jalan depan Kantor DPW-PAN Jin. T.
Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

. Bahwa, terdakwa menyimpan narkotika yang sisa dipakai itu rencana untuk
digunakan kembali oleh terdakwa Riski naskulli dengan Sdr. M. Yodi Pratama;

. Bahwa, saksi bersama rekan mendapat Informasi dari masyarakat pada hari
Selasa tanggal, 04 April 2017, selanjutnya kami melakukan penyelidikan tentang
kebenaran Informasi yang telah kami terima tersebut;

- Bahwa, selanjutna pada hari Raby, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.30
Wib, saksi dan rekan saksi melakukan pe;ﬁéﬁksaan terhadap laporan tersebut
dan pada saat itu kami ada menemukan barang bukti narkofika jenis sabu
sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh
terdakwa Riski Naskulli ;

- Bahwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi
Pratama selanjutnya mereka bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa
ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

.- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Fémberikan pendapat bahwa terdakea
tidak membantah dan ia membenarkan keterangan saksi tersebut |
3. Saksi M. YODI PRATAMA BIN MUHAMMAD NAZAR, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
. Bahwa,saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan saksi hanya teman biasa

dengan terdakwa ;
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Bahwa, terdakwa menyimpan narkotika yang sisa dipakai itu rencana untuk
digunakan kembali oleh terdakwa Riski naskulli dengan Sdr. M. Yodi Pratama;
Bahwa, saksi bersama rekan mendapat Informasi dari masyarakat pada hari
Selasa tanggal, 04 April 2017, selanjutnya kami melakukan penyelidikan
tentang kebenaran Informasi yang telah kami terima tersebut;

Bahwa, selanjutna pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.30
Wib, saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut
dan pada saat itu kami ada menemukanﬁ barang bukti narkotika jenis sabu
sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh
terdakwa Riski Naskulli ;

Bahwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi

‘Pratama selanjutnya mereka bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa
ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa
tidak membantah dan ia membenarkan keterangan saksi tersebut |

B saksi SUNALDI EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ada melaku- kan penangkapan terhadap terdakwa, dan Sdr.
M.Yodi Pratama Bin Muhammad Nazar |
Bahwa, saksi menangkap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut pada
hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira Pukul : 20. 30 wib , di depan Kantor
DPW-PAN, Jalan. T. Imum Gampong Lamseu- peung, Kec. Lueng Bata Kota
Banda Aceh;
Bahwa, saksi pada saat melakukan penang- kapan terhada terdakwa dan Sdr.
M. Yodi Pratama tersebut saksi ada dibantu oleh rekan saksi bernama WILLY
RAHMAT Pekerjaan Polri ;
Bahwa, saksi mengetahuinya terdakwa ada memakai sabu sabu dari Informasi
masyarakat sastempat ;
Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.
M. Yodi Pratama tersebut menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening yang berisikan kristal
bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1(satu) unit Handphone Merk Nokia Wama Hitam Tipe 105 model RM-
1134 serta cagerd, 1 (satu) unit Handphonq‘_‘Merk Samsung Wama
Putih ricisl SM- 8310E, serta Simcard ;
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Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan Sdr. M.Yodi

Pratama Bin Muhammad Nazar ;

Bahwa, saksi menangkap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut pada

hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira Pukul : 20. 30 wib , di depan Kantor

DPW-PAN, Jalan. T. Imum Gampong Lamseu- peung, Kec. Lueng Bata Kota

Banda Aceh ;

Bahwa, saksi pada saat meiakukeinﬁﬂbanar'}g— kapan terhada terdakwa dan Sdr.

M. Yodi Pratama tersebut saksi ada dibantu oleh rekan saksi bernama Sunaldi

Efendi Pekerjaan Polri ;

Bahwa, saksi mengetahuinya terdakwa ada memakai sabu sabu dari  Informasi

masyarakat setempat ;

Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan ter hadap terdakwa dan Sdr.

M. Yodi Pratama tersebut menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wama bening yang berisikan kristal
bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Tipe 105 model RM-
1134 serta cagerd, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Wama
Putih model SM- 8310E, serta Simeard ,

Bahwa. saksi membenarkan barang bukti tersebut yang di sita pada saat saksi

meiakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut;

Bahwa, saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di
dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli,
dan 1 (satu) unit Hand phone merk nokia wama hitam tipe 105 model RM-1134
serta cagemya kami sita pada terdakwa Riski Naskulli dan 1 (satu) unit
handphone merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcerd kami
sita dari Sdr.M.Yodi Pratama Bin Muhammad Nazar ;

Bahwa, terdakwa mengatakan ia mendf{paﬁmn barang bukti sabu itu

dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu)

paket seharga Rp.100.000, dengan céra patungan Rp.50.000 seorang ;

Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan terdakwa bersama

temannya sedang duduk di pinggir Jalan depan Kantor DPW-PAN Jin. T.

Imum Gampong Lamseupeung, Kec. LueELg Bata Kota Banda Aceh ;

e
& e
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membakar sendiri sabu tersebut kemudian menghisapnya sebanyak dua kali juga.
Setelah selesai, kemudian sisa sabu yang telah mereka gunakan saat itu terdakwa
bungkus kembali lalu terdakwa simpan di dalam saku celananya, sedangkan peralatan
untuk menghisap sabu yang telah digunakan tersebut langsung terdakwa bakar dan
buang ke tempat sampah yang berada di terminal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama
bin Muhammad Nazar ditangkap oleh petugas polisi dari Satuan Resimen Narkoba
Paolresta Randa Aceh, ketika azdaing duduk-duduk di depan Kantor DPW PAN JI. T
Imum Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat
dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin
Muhammad Nazar petugas polisi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu
sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh
terdakwa, dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar
barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi M. Yodi Pratama
bin Muhammad Nazar yang merupakan sisa dari yang telah mereka gunakan sebelum
mereka ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi M. Yodi
Pratama bin Muhammad Nazar berserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh
untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskim POLRI Cabang Medan No. LAB:

4495 /NNF/2017 tanggal 04 Mei 2017 dari barang bukti milik tersangka Rizki Naskulli bin

M. Nasir Hasyem dan M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar sebagaimana yang terlampir

dalar berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung bahan aktif

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan | Nomor urut 61 Lampiran | Undang-

Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahvsa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Bidang Kedokieran
dan Kesehatan Kepolisian Aceh No.Pol : R/211/IV/2016/Rs.Bhy tanggal 06 April 2017 dari
hasil pemeriksaan di peroleh kesimpulan bahwa didapat unsur SABU
(METAMFETAMINE) yang terdaftar dalam Golongan | (satu) Nomor urut 61 Undang-
Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang terdapat pada
unne barang bukti milik An. Rizki Haakulll bin M. Nasir Hasyem,

" Perbuatan terdakwa sebagaimana diziur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

"1} huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ajat (1) ke-1

<UHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan

Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 8327 WILLY RAHMAT dibawah sumﬁéﬁi pada pokoknva menerangkan sebagai
berikut:
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netamfetamina dan terdaftar dalam Golongan | Nomor urut 61 Lampiran | Undang-
Jndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

{UHPidana :

Subsidiair :

. Bahwa terdakwa Riski Naskulli bin M. Nasir Hasyem bersama-sama dengan saksi M.
“odi Pratama hin Muhsmmad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara
terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2016 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam
Tahun 2017 bertempat di dalam kamar mandi Terminal Angkutan L-300 Lueng Bata
kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, penyalahguna
Narkotika golongan | bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan
oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam
kamar mandi terminal mobil angkutan L300 Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa
bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar (terdakwa yang
disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa izin dari pejabat yang berwenang
menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa dan saksi M. Yodi
Pratama bin Muhammad Nazar beli dari Sdr. Munawar (DPO) sebanyak 1 (satu) paket
seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupaih) dengan menggunakan uang yang mereka
kumpul masing-masing sejumiah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara
terlebih dahulu terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar
mempersiapkan peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu dari botol minuman
Aqua, pipet sedotan, kaca pirex dan korek api. Setelah semua bahannya sudah ada,
lalu saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar langsung membuat / merakit semua
alat yang sudah disiapkan tersebut dengan cara saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad
Nazar terlebih dahulu membuiat dua buah lubang pada tutup botol Aqua yang telah
disiapkan sebelumnya, selanjutnya pada kedua lubang tersebut dipasang dua pipet dan
pada salah satu pipet tersebut disambung lagi dengan kaca pirex, setelali semuanya
selesai dibuat, kemudian terdakwa mengambil sabunya kemudian memasukkannya ke
dalam kaca pirex. setelah itu sabu tersebut terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap,
lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak dua kali dan setelah selesai terdakwa hisap

dua kali, bong sabu tersebut-terdakwa serahkan kepada saksi M. Yodi Pratai < bin
Muhammad Nazar, lalu saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar langsung
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terpisah) pada Hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau selidak-tidaknya masih dalam
Tahun 2017 bertempat di depan Kantor DPW PAN JI. T. Imum Gampong Lamseupeung
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Megeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan | dalam bentuk bukan
tanaman berupa Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya sejumlah 0,05 gr
{nol koma nol lira giam) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT.
Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 182/BAP.S1/04-17 tanggal 06 April 2017,
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
perbuatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 April 2017
sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama.dengan saksi M. Yodi Pratama bin
Muhammad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap
oleh petugas polisi dari Satuan Resimen Narkoba Polresta Banda Aceh ketika sedang
duduk-duduk di depan Kantor DPW PAN JI. T. Imum Gampeng Lamseupeung Kec. Lueng
Bata Kota Banda Aceh, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi
M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar petugas polisi menemukan barang bukti berupa
Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang
dipakai oleh terdakwa dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa
benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi M. Yodi Pratama
bin Muhammad Nazar yang merupakan sisa dari yang telah mereka gunikan sebelum
mereka ditangkap, selain itu terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar
menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut mereka peroleh dengan cara mereka
beli dari Sdr. Munawar (DPO) pada pukul 14.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga
Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang mereka kumpul
masing-masing sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh rupiah), dan terdakwa bersama-sama
dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar juga mengakui bahwa benar mereka
tidak ada izin dari pejabat yang berwenang unfuk memiliki atau menguasai narketika jenis
sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Fratama bin
Muhammad Nazar beserta barang bukli langsung dibawa ke Satuan Resimen Narkoba
Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

. Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskim POLRI Cabang Medan No. LAB: 44395
INNF/2017 tanggal 04 Mei 2017 dari barang bukti milik tersangka Riski Naskulli bin M.
Nasir Hasyem dan M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar sebagaimana yang terlampir
dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung bihiea aktif
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Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang digjukan oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riski Naskulli bin M. Nasir Hasyem tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika golongan | dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana
yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1)
UU Nomeor 35 Tahun 2009 Tentang Markotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.dan
membebackan 1eidakwa dari dakwaan tersebut.
Menyatakan terdakwa Riski Naskulli in M. Nasir Hasyem telah terbukli secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahguna Narkotika golongan |

ra

bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan
subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riski Naskulli in M. Nasir Hasyem berupa
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dilkurangi selama terdakwa menjalani masa
tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkusan plastic wama bening yang berisikan kristal bening yang diduga
narkotika jenis sabu seberat 0,05 gr (nol kema nol lima gram)

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 beserta
simcard dengan nomor 085360021993

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung wamna putih model SM-£310E beserta simcard
dengan nomor 082365717397

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa Riski Naskulli in M. Nasir Hasyem dibebani untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa
terdakwa menyesali telah terjadi peristiwa pidana tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi peristiwa pidana dan bermohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut TJmum terhadap pembelais Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut bahwa penuntut umum tetap dengan tuntuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa
berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :
- Bahwa terdakwa Riski Naskulli bin M. Nasir Hasyem bersama-sama de: - oh saksi M. Yodi
Pratama bin Muhammad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama

Tempat/ Tanggal lahir
Jenis Kelamin
Pekerjaan/ NIM
Agama
Kebangsaan/Suku
Status Perkawinan
Alamat

Orangtua/ Wali

a. Ayah
Pekerjaan
Ibu
Pekerjaan
Alamat
AcehSelatan
Jenjang Pendidikan
a. SD/MI

b. SLTP/MTs

c. SMA/MA

d. Perguruan Tinggi

©ac o

: Reza Antoni

: Ds. GunungKetek, 14 Januari 1997

: Laki-laki

: Mahasiswa/140104003

: Islam

: Indonesia/ Aceh

: Belum Kawin

:DsGunungKetekKemukiman, Panton Luas, Kecamatan
Samadua Kabupaten Aceh Selatan

: M.Basir
: Petani
: Emayanti
- IRT
Desa Gunung Ketek, Kec. Samadua, Kab.

: MIN Panton Luas Tahun 2008

: MTsNSamaduaTahun 2011

: MANUnggulTapaktuanTahun 2014

: Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Juli 2018
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